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ABSTRAK 
DWI YENNI MUSTIKA. Diplomasi Indonesia Atas Integrasi Timor Timur (1976-
1999). Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Jakarta, Januari 2018. 
Integrasi Timor Timur dengan Indonesia merupakan sebuah tonggak baru bagi 
bangsa Indonesia. Sikap antikolonialisme juga berperan penting dalam peran 
Indonesia di Timor Timur. Kondisi politik yang terjadi di dunia dan di Asia Tenggara 
pada khususnya juga turut menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam 
mengambil keputusan untuk menjadikan Timor Timur bagian dari Indonesia. Namun 
nyatanya, upaya yang dilakukan Indonesia tidak serta merta disambut baik oleh 
berbagai pihak. Untuk menghadapi permasalahan tersebut pemerintah Indonesia 
mengeluarkan kebijakan politik luar negerinya dalam menangani masalah Integrasi 
Timor Timur. 
Penelitian ini menggunakan metode historis untuk membahas masalah penelitian 
tentang diplomasi Indonesia menghadapi masalah Timor Timur. Metode sejarah 
sendiri adalah metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, 
prosedur atau teknik yang sistematik sesuai dengan asas-asas ilmu sejarah. Metode 
sejarah sendiri kemudian dibagi menjadi empat tahap yaitu heuristik (mengumpulkan 
sumber), kritik (verifikasi), interpretasi (menafsirkan sumber) dan historiografi 
(penulisan sejarah).  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan 
berbagai upaya yang mungkin dilakukan. Upaya tersebut mencakup usaha diplomasi 
di tingkat PBB, dan upaya langsung dengan mendatangi negara-negara yang terkait 
langsung dengan integrasi Timor Timur ke Indonesia. Sikap dunia dalam melihat isu 
integrasi Timor Timur sendiri tidak terlepas dari konstelasi yang terjadi di dunia pada 
saat itu. Pada masa Perang Dingin banyak negara yang mendukung bersatunya Timor 
Timur ke dalam Negara Indonesia, salah satunya adalah salah satu negara adi daya 
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yaitu Amerika. Hal tersebut dikarenakan banyak negara yang merasa takut apabila 
Timor Timur dikuasai oleh pemerintah yang beraliran Komunis. Namun setelah 
Perang Dingin berakhir sikap Amerika Serikat berubah 180 derajat. Pemeritah 
Amerika Serikat menjadikan peristiwa Santa Cruz dan berbagai pelanggaran HAM 
sebagai alasan untuk menarik dukungannya terhadap integrasi Timor Timur ke 
Indonesia. Kemudian untuk menyelesaikan permasalah Timor Timur yang berlarut-
larut, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan dua opsi yang membuat Timor Timur 
melakukan Referendum pada 1999 dan secara resmi keluar dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
DWI YENNI MUSTIKA. Indonesian Diplomacy of East Timor Integration 1976-1999. 
Skripsi. Jakarta : Study Program Education History, Faculty of Social Sciences, State University 
of Jakarta, January 2018.  
The integration of East Timor with Indonesia is a new history for Indonesia. The Anti-
Colonialism be an important part for Indonesia in East Timor. The Political condition was 
happened in the world especially in South East Asia also become consideration of Indonesian 
Government when take decision to take East Timor part of Indonesia. But in fact, an effort that 
Indonesian Government get unwelcoming reaction from other country. For this Problem 
Indonesian Government take an political overseas policy to handle the problem of East Timor 
Integration.  
This research used historical methods to explain the problem of this reaserch about the 
Indonesian diplomacy of East Timor integration. Historical methods is a research method and 
historical writing  with method, procedure or systematic technique who suitable with historical 
principle. Historical methods divided to four steps  first, heuristic (collect source), critics 
(verification), interpretation (interpret source) and historiography (historical writing). 
The result of this research show that Indonesian government had done all effort can possible to 
do. All of that effort are doing an diplomacy in United Nation, or by visit other country to 
explain about the integration of East Timor to them. The other country give the reaction based on 
the political constellation at that moment. When Cold War happened, many country support if 
East Timor doing the integration with Indonesia, for example the super powerful United State of 
America. Integration of East Timor got American support because many country scared if East 
Timor controlled by a communist people. But after Cold War finished the American reaction 
totally change. The United of American government take a Santa Cruz and other violation acts as 
the reason to take back their support in East Timor integration problems. To finished this 
unfinished problem, the Indonesian President B.J. Habibie give two option to make makes East 
Timor do a referendum on 1999 and finally East Timor officially out from Indonesia. 
Kemudian untuk menyelesaikan permasalah Timor Timur yang berlarut-larut, Presiden B.J. 
Habibie mengeluarkan dua opsi yang membuat Timor Timur melakukan Referendum pada 1999 
dan secara resmi keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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DAFTAR ISTILAH 
 
AIETD (All Incusive Intra East 
Timorese Dialog) 
: AIETD adalah dialog yang dilaksanakan pada 
tanggal 3 sampai 5 Juni 1995 di Burgshleining 
Schloss Austria, untuk menindak lanjuti 
pernyataan Sekjen PBB di Jenewa pada 9 
Januari 1995. Tujuan dilaksanakannya AIERD 
adalah untuk menentukan usulan-usulan 
konkret mempunyai dampak positif pada 
dialog segitiga dalam penyelesaian 
permasalahan Timor Timur. 
ANP (Accao Nacional Popular) : ANP atau Aksi Nasional Rakyat adalah partai 
pertama yang didirikan di Timor Timur pada 
tahun 1932 sebagai bentuk pelaksanaan hak-
hak politik yang diberikan kepada rakyat 
Timor Timur oleh Perdana Menteri Antonio de 
Oliver Salazar 
Apodeti (Associao Popular 
Democratica Timorese) 
: Partai Apodeti sebelumnya dikenal dengan 
nama Associacao Integraciacao de Timor 
Indonesia (AITI). Partai ini didirikan pada 
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tanggal 27 Mei 1974 oleh Fernando Osario 
Soares.Apodeti memiliki prinsip perjuangan 
untuk berintegrasi dengan Indonesia. 
Diplomasi  : Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi 
oleh seseorang (disebut diplomat) yang 
biasanya mewakili sebuah negara. Kata 
diplomasi sendiri biasanya langsung terkait 
dengan diplomasi internasional yang biasanya 
mengurus berbagai hal seperti budaya, 
ekonomi, dan perdagangan. 
Fretilin (Frente Revolucionaria de 
Timor Leste Independence) 
: Fretilin adalah partai politik yang didirikan 
pada tanggal 20 Mei 1974 dengan nama 
Associacao Sosial Democratica Timorese atau 
yang lebih dikenal dengan nama ASDT. 
Fretilin memiliki prinsip kemerdekaan penuh 
bagi Timor Timur tanpa bergantung pada 
negara manapun 
Integrasi  : Integrasi adalah suatu sistem yang mengalami 
pembaruan hingga menjadi kesatuan yang 
utuh. 
KOTA (Klibur Oan Timor Aswain) : Partai KOTA merupakan partai yang lebih 
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dulu dikenal dengan nama AMPT (Associacao 
Popular Monarquica Timorense) yang dibentuk 
pada tanggal 5 September 1974. KOTA 
memiliki prinsip bahwa rakyat Timor Timur 
ingin bergabung dengan Indonesia karena 
alasan historis, kulturil dan etnis. 
Peristiwa Santa Cruz : Peristiwa Santa Cruz atau Insiden Dili terjadi 
pada tanggal 12 November 1991 di 
pemakaman Santa Cruz. Peristiwa ini diawali 
dengan diadakannya misa suci untuk 
mengenang Sebastio Gomes Rangel yang 
terbunuh oleh pemuda milisi pro integrasi. 
Namun upacara tersebut diindikasikan bukan 
hanya upacara biasa melainkan suatu upacara 
yang diorganisasikan secara politis. Setelahnya 
terjadi kerusuhan hingga baku tembak antara 
ABRI dan masyarakat yang terlibat dalam misa 
suci tersebut. 
PSTT (Pemerintahan Sementara 
Timor Timur) 
: Pada tanggal 17 Desember 1975 di Dili  
ditandatangani sebuah deklarasi yang 
menyatakan bahwa Apodeti, KOTA, UDT, dan 
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Trabalhista telah membentuk PSTT untuk 
mengisi kekosongan pemerintahan yang 
ditinggalkan oleh Portugal yang dianggap tidak 
bertanggung jawab oleh masyarakat Timor 
Timur. 
Referendum  : Referendum atau jajak pendapat adalah suatu 
proses pemungutan suara semesta untuk 
mengambil sebuah keputusan, terutama 
keputusan politik yang memengaruhi suatu 
negara secara keseluruhan, misalnya adopsi 
atau amandemen konstitusi atau undang-
undang baru, atau perubahan wilayah suatu 
negara. 
Resolusi  : Resolusi adalah suatu putusan atau kebulatan 
pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang 
ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang) 
pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan 
tentang suatu hal. Resolusi adalah tujuan atau 
sesuatu yang hendak dicapai untuk tahun-tahun 
ke depan. 
Trabalhista  : Trabalhista merupakan sebuah partai kecil 
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yang didirikan pada bulan September 1974. 
Trabalhista memiliki prinsip mendukung 
Timor Timur untuk bergabung dengan 
Indonesia, yang bersama dengan UDT dan 
KOTA menandatangani sebuah rencana untuk 
menggabungkan Timor Timur dengan 
Republik Indonesia. 
UDT (Uniao Democratica Timorese) : Partai UDT dibentuk pada tanggal 12 Mei 
1974, merupakan partai terbesar dan didirikan 
oleh tokoh-tokoh partai Aksi Nasional Rakyat 
(ANP) yang sebelumnya pernah berdiri di 
Timor Timur. 
 
 
 
 
 
 
 
xv 
 
DAFTAR SINGKATAN 
 
AIETD      : All Incusive Intra East Timorese Dialog 
ANP          : Accao Nacional Popular 
Apodeti     : Associao Popular Democratica Timorese 
Fretilin       : Frente Revolucionaria de Timor Leste Independence 
KOTA       : Klibur Oan Timor Aswain 
PSTT         : Pemerintahan Sementara Timor Timur 
UDT          : Uniao Democratica Timorese 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Dasar Pemikiran 
Pengalaman Indonesia dijajah selama kurang lebih 350 tahun juga sedikit 
banyak membekas dihati bangsa ini bagaimana pahitnya hidup dibawah kolonisasi 
bangsa lain. Atas dasar perasaan tersebut jelas bahwa Indonesia memiliki komitmen 
untuk menentang kolonialisme dan Imperialisme. Hal tersebut tergambar dalam 
Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak 
segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan 
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. 
Pada kenyatanya politik luar negeri Indonesia kian waktu terus berjalan 
mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi 
sesuai dengan pergantian pemimpin. Selain dari pada itu pasang-surut politik luar 
negeri Indonesia yang dinamis ini seiring dengan perubahan dan perkembangan di 
dalam kehidupan politik dalam negeri dan konstelasi politik internasional.
1
 Dari 
Soekarno sang Proklamator kini berganti menjadi Soeharto, dari era Orde Lama 
menuju era Orde Baru. Era Orde Baru sendiri sangat lekat dengan pemimpinnya 
dimasa ini yaitu Presiden Soeharto. Masa Soeharto merupakan masa yang begitu 
                                                          
1
Wuryandari, Ganewati. Dkk. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik 
Domestik.(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) h. 2. 
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menarik untuk dibahas karena masa jabatannya yang merupakan masa jabatan 
Presiden Indonesia yang paling panjang dalam sejarah. 
Namun selain itu politik luar negeri Indonesia juga tetap mempertahankan 
keseimbangan dengan memberi perhatian pada upaya perdamaian dunia, penghargaan 
atas batas-batas kedaulatan, kemerdekaan dan atas hak rakyat, menjalankan kebijakan 
bertetangga dengan negara tetangga secara baik.
2
 Perhatian atas stabilitas politik 
keamanan regional juga ditunjukkan Indonesia dengan memberikan bantuan dalam 
penyelesaian berbagai masalah di kawasan Asia Tenggara.
3
 
Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah  
Timor Timur. Wilayah yang dahulu memiliki nama Timor Portugal ini dahulu kala 
merupakan wilayah kekuasaan yang berada dibawah kepemimpinan pemerintah 
Portugal. Nama Timor Portugal kemudian diganti menjadi Timor Timur setelah 
mereka resmi berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1976.
4
 Sebelum berintegrasi 
masyarakat Timor Timur sendiri terbagi atas beberapa golongan, ada yang 
menginginkan Timor Timur masuk ke wilayah Indonesia namun ada juga yang 
menghendaki Timor Timur untuk berdiri sendiri.
5
 Perdebatan itu diwakili oleh 
beberapa partai politik yang ada pada masa itu, yaitu partai Fretilin yang mendukung 
Timor Timur untuk berdiri diatas kaki mereka sendiri, serta partai APODETI dan 
                                                          
2
 Zainuddin Djafar, Rethinking The Indonesia Crisis, (Bandung : Pustaka Jaya, 2006) h. 162. 
3
 Bambang Cipto, Hubungan Internasional di Asia Tenggara, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007) h.90. 
4
 Lela E. Madijah, Timor Timur Perginya Si Anak Hilang, (Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2002) 
h.26. 
5
 Departemen Penerangan, Integrasi Timor Timur, (Jakarta : Departemen Penerangan, 1982) h.5. 
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UDT yang mendukung Integrasi Timor Timur dengan Indonesia.
6
 Untuk itu 
pemerintah Indonesia yang memiliki sikap anti kolonialisme memberikan bantuan 
baik berupa bantuan diplomasi maupun relawan yang banyak membantu di daerah 
Timor Timur.
7
 
Disisi lain terdapat partai besar lain yang memiliki pandangan yang begitu 
berbeda dari kedua partai yang ada, yaitu partai Fretilin. Partai ini merupakan partai 
yang beraliran komunis dan memiliki sikap-sikap yang radikal.
8
 Partai Fretilin 
merupakan salah satu partai yang paling vokal dalam memegang teguh prinsipnya, 
yaitu memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi Timor-Timur tanpa bergantung pada 
salah satu negara manapun. 
Masalah Timor Timur sendiri merupakan permasalah yang dilematis bagi 
Indonesia, di satu sisi Indonesia dihadapkan kepada keadaan bahwa Indonesia punya 
kewajiban moril untuk melindungi rakyat Timor Timur,
9
 tapi disisi lain Indonesia 
telah dianggap juga menyerbu secara paksa bangsa yang tak berdaya untuk berada di 
bawah kekuasaannya.
10
 Sejak Timor Timur resmi menjadi bagian dari wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Juli tahun 1976, terdapat 
beberapa kelompok dan negara tidak menyetujuinya. Negara-negara yang tidak setuju 
pada integrasi Timor Timur ke Indonesia kemudian mempermasalahkannya ke dalam 
berbagai forum internasional, yang salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
                                                          
6
Ibid, h.6. 
7
 Tono Suratman, Untuk Negaraku :Sebuah Potret Perjuangan di Timor Timur,  (Jakarta : Pustaka 
Sinar Harapan) h. 39. 
8
Ibid, h. 40. 
9
 Kompas, 5 Desember 1975. 
10
Kompas, 11 Desember 1975, h. 1. 
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Perbedaan pandangan ini tentu saja lumrah terjadi, terlebih dikarenakan alasan dari 
masing-masing pihak yang memiliki sudut pandang dan alasan mereka masing-
masing. Bahkan pandangan negatif tentang Integrasi Indonesia masih terus berlanjut 
hingga banyak negara yang akhirnya mendukung lepasnya Timor Timur sebagai 
negara sendiri hingga lepasnya Timor Timur pada tahun 1999 dan kemudian berdiri 
sendiri sebagai Negara Republik Demokratik Timor Leste. 
Dari uraian diatas maka penelitian ini akan difokuskan pada usaha-usaha 
diplomasi Indonesia dalam pelaksanaan integrasi Timor Timur dengan Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan usaha diplomasi apa sajakah yang 
dijalankan oleh Indonesia dalam terjadinya integrasi Indonesia dan Timor Timur. Ada 
beberapa alasan peneliti memilih tema tentang Integrasi Timor Timur ke Indonesia. 
Pertama, penulis melihat peristiwa integrasi Timor Timur ini merupakan sebuah 
peristiwa yang sangat bersejarah baik bagi negara Indonesia maupun negara Timor 
Leste saat ini. Kedua, Integrasi Timor Timur ke Indonesia memberikan dampak yang 
begitu besar bagi Indonesia khususnya yang berhubungan tentang hubungan 
internasional Indonesia dengan negara-negara lain. Ketiga, masih minimnya literatur 
yang membahas tentang integrasi Timor Timur khususnya yang membahas diplomasi 
Indonesia pada masalah integrasi Timor Timur secara khusus. 
Beberapa tulisan yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini antara 
lain artikel yang ditulis oleh Ikrar Nusa Bhakti, yang berjudul “Kendala Diplomasi 
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RI Soal Timor Timur”.11 Jerry Indrawan, yang berjudul “Analisa Faktor-Faktor 
Penyebab Terjadinya Konflik di Timor Timur Sebelum Kemerdekaannya dari 
Indonesia”.12 Kafil Yamin, “Menit Menit Lepasnya Timor Timur dari Indonesia”.13 
Selain itu penulis juga menggunakan beberapa sumber skripsi yang telah ditulis 
oleh : Budi Antoro dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta 
yang dibuat pada tahun 1995 dengan judul “Perjuangan Politik Indonesia Sehubungan 
Integrasi Timor Timur Ke Wilayah Indonesia Antara Tahun 1976 – 1992”.14 Skripsi 
tersebut membahas tentang kondisi Timor Timur sebelum invasi Indonesia oleh TNI, 
setelah dilakukannya invasi ke Timor Timur, hingga pembangunan yang dilakukan 
oleh pemerintah Timor Timur selama menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia pada tahun 1992. Kemudian skripsi Ismail Rosyid dari Program Studi 
Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta yang dibuat pada tahun 2013 dengan 
judul Strategi Militer Indonesia Dalam Operasi Seroja di Timor Timur (1975-1976).
15
 
Skripsi tersebut membahas tentang strategi yang digunakan oleh Tentara Nasional 
Indonesia dalam melakukan invasi ke wilayah Timor Timur. Dari kedua skripsi yang 
pernah ditulis sebelumnya, penelitian ini memiliki rentang waktu pembahasan yang 
berbeda, karena penulisan penelitian ini akan membahas hingga masa setelah Perang 
                                                          
11
 Ikrar Nusa Bakti, Kendala Diplomasi RI Soal Timor Timur, 2013. 
12
 Jerry Indrawan, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Timor Timur sebelum 
Kemerdekaannya dari Indonesia. 2011. 
13
 Kafil Yamin, Menit – Menit lepasnya Timor Timur dari Indonesia. 2013. 
14
Budi Antoro, Perjuangan Politik Indonesia Sehubungan Integrasi Timor Timur Ke Wilayah 
Indonesia Antara Tahun 1976-1992.Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Universitas 
Negeri Jakarta.  1995. 
15
 Ismain Rosyid, Strategi Militer Indonesia dalam Operasi Seroja di Timor Timur. Program Studi 
Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
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Dingin sampai Timor Timur melaksanakan referendum yang hasilnya 
mayoritasrakyat Timor Timur memutuskan keluar dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia pada tahun 1999.  
Kemudian beberapa buku yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini 
antara lain “Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Dunia” oleh 
Genewati Wuryandari, “Timor Timur Perginya Si Anak Hilang” oleh Lela E. 
Madijah, “Integrasi Timor Timur” oleh Departemen Penerangan, “Untuk Negaraku : 
Sebuah Potret Perjuangan di Timor Timur” Tono Suratman, E.M. Tomodok “Hari-
Hari Terakhir Timor Portugis”, Bilveer Singh “Timor Timur Indonesia dan Dunia 
Mitos dan Kenyataan”, Adam Malik “Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde 
Baru”, Ali Alatas “The Pebble in the Soe, The Public Struggle for East Timor”,dan 
masih banyak lagi. Kemudian penelitian ini juga menyertakan berbagai informasi dari 
surat kabar harian yang ada pada masa tersebut antara lain ; Kompas, Angkatan 
Bersenjata, Sinar Harapan, The Jakarta Post, Suara Pembaruan, dan lain sebagainya. 
 
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 
1. Pembatasan Masalah 
Penelitian ini akan membahas mengenai upaya diplomasi terkait integrasi 
Timor Timur ke Indonesia pada tahun 1976. Fokus penelitian ini mencakup upaya 
diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia khususnya Departemen Luar Negeri 
Indonesia dalam kurun waktu 1976 sampai 1999 dalam menyelesaikan isu Integrasi 
Timor Timur ke Indonesia. Batasan awal penelitian ini adalah tahun 1975 sebelum 
7 
 
dan saat Indonesia melaksanakan Operasi Seroja, hingga referendum yang dilakukan 
oleh rakyat Timor Timur pada tahun 1999. 
2. Perumusan Masalah 
Permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini berdasarkan dasar 
pemikiran di atas adalah : 
1. Bagaimana proses integrasi Timor Timur ke Indonesia tahun 1975-1976 ? 
2. Bagaimana diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan 
isu integrasi Timor Timur pada kurun waktu 1976 – 1999 ? 
3. Bagaimana pengaruh berakhirnya Perang Dingin pada diplomasi Pemerintah 
Indonesia tersebut ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana usaha diplomasi 
Indonesia dalam menghadapi integrasi Timor Timur, mulai saat awal integrasi hingga 
keluarnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hasil 
referendum oleh rakyat Timor-Timur pada tahun 1999.  
2. Kegunaan Penelitian 
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Program Studi 
Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta sebagai bahan referensi 
untuk menambah sumber bacaan tentang Sejarah Indonesia khususnya mengenai 
8 
 
proses integrasi Timor Timur ke Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat 
bagi pembaca umum untuk menambah informasi mengenai isu integrasi Timor Timur 
Indonesia sejak bergabungnya Timor Timur ke Indonesia, hingga terjadinya 
referendum tahun 1999. 
 
D. Metode dan Bahan Sumber 
1. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode historis untuk membahas masalah 
penelitian tentang integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Metode sejarah sendiri 
dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan 
cara, prosedur atau teknik yang sistematik sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu 
sejarah.
16
 Dengan demikian cara menulis sejarah kemudian dibagi menjadi empat 
tahap yaitu heuristik, kritik (verifikasi), interpretasi dan historiografi.  
Tahap pertama dalam penulisan sejarah adalah tahap heuristik yaitu 
pengumpulan objek yang berasal dari zaman itu dan pengumpulan bahan-bahan 
tercetak, tertulis, dan lisan yang boleh jadi relevan. Pada tahap ini peneliti 
menggunakan beberapa surat kabar yang sezaman dengan peristiwa yang dibahas 
pada penelitian ini antara lain ; Kompas, Angkatan Bersenjata, dan Sinar Harapan. 
Sementara itu untuk sumber buku penulis menggunakan beberapa buku antara lain ; 
“Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Dunia” oleh Genewati 
Wuryandari, “Timor Timur Perginya Si Anak Hilang” oleh Lela E. Madijah, 
                                                          
16
 A. Daliman, Metode Penelitian Sejarah, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012) h. 27. 
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“Integrasi Timor Timur” oleh Departemen Penerangan, “Untuk Negaraku : Sebuah 
Potret Perjuangan di Timor Timur” Tono Suratman, dan masih banyak lagi. Sumber 
penelitian ini didapatkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip 
Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Ali Alatas,  Perpustakaan Universitas 
Negeri Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia dan koleksi pribadi penulis.   
Pada tahap verifikasi dilakukan pegujian otentisitas dan kredibilitas terhadap 
sumber.Pada tahapan ini langkah yang harus dilakukan adalah dengan kritik ekstern 
dan kritik interen. Dokumen yang didapatkan dan perlu dikritik baik secara intern 
maupun ekstern adalah dokumen surat kabar, yaitu dengan identifikasi pribadi 
beberapa pengarangnya, melihat sumber-sumber infomasinya, dan kecondongan serta 
pengaruhnya dalam mengolah peristiwa.  
Tahap ketiga adalah tahap interpretasi, yaitu menafsirkan kesimpulan 
keterangan sumber-sumber yang merupakan proses seleksi sejarah terhadap 
penelitian yang diteliti. Tahap selanjutnya yang juga merupakan tahap terakhir dari 
penelitian sejarah adalah tahap historiografi. Historiografi sendiri merupakan tahapan 
penulisan atau penyusunan kesaksian dari sumber, data, dan informasi yang dianggap 
valid menjadi suatu kisah yang selaras dan serasi. 
2. Bahan Sumber 
Penulis menggunakan beberapa surat kabar yang sezaman dengan peristiwa 
yang dibahas pada penelitian ini antara lain ; Kompas, Angkatan Bersenjata, Sinar 
Harapan, dan surat kabar Antara. Sementara itu untuk sumber buku penulis 
menggunakan beberapa buku antara lain ;“Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah 
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Pusaran Politik Dunia” oleh Genewati Wuryandari, “Timor Timur Perginya Si Anak 
Hilang” oleh Lela E. Madijah, “Integrasi Timor Timur” oleh Departemen 
Penerangan, “Untuk Negaraku : Sebuah Potret Perjuangan di Timor Timur” Tono 
Suratman, “Hari-hari akhir Timur Portugis”karya E.M. Tomodok, “Timor Timur 
Indonesia dan Dunia Mitos dan Kenyataan” karya Bilveer Singh. 
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BAB II 
INTEGRASI TIMOR TIMUR KE INDONESIA 1975-1976 
 
A. Timor Timur sebelum integrasi 
Timor Timur atau yang lebih dikenal dengan nama Timur Portugal sebelum 
secara resmi bergabung dengan Indonesia pada tahun 1976, merupakan suatu daerah 
yang terletak di sebelah timur Nusa Tenggara Timur pulau Nusa Tenggara. Kekayaan 
sumber daya alam yang dimiliki Timor Portugal seperti rempah-rempah dan kayu 
cendana, nyatanya menarik minat para pedagang Portugal untuk membangun Bandar 
dagang di Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1511 Portugis merebut Pelabuhan 
Malaka dan dari sanalah kapal-kapal Portugis melakukan kunjungan tahunan ke 
Timor untuk mengangkat kayu Cendana ke koloninya di Macau dan Pantai Tiongkok 
untuk kemudian menjualnya ke para saudagar Cina.
1
 Untuk melancarkan usahanya 
tersebut Portugis membangun bandar dagang pertamanya yang berupa benteng di 
Solor pada tahun 1566. Benteng ini dibangun dengan tujuan untuk melindungi 
masyarakat pribumi yang berpindah agama menjadi Katolik. Namun karena desakan 
dari Belanda, pusat kegiatan Portugis dipindahkan ke Larantuka pada 1613 dan 
dilanjutkan dengan membangun pemukiman tetap di Silabau (sebelah Barat 
                                                          
1
 Helen Mary Hill, Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae, (Dili : Yayasan HAK, 2000) h. 2-3. 
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Atapupu).
2
 Sejak itu Portugis secara resmi berkuasa di Timor dan menamakan 
wilayah provinsi seberang lautannya dengan nama Timor Portugal. 
Pada tahun 1908 Raja Portugis dan pewaris tahtanya dibunuh di 
Lisboa.Kemudian kepemimpinan diambil alih oleh putra kedua raja yaitu Manuel II 
yang memerintah selama dua tahun, sebelum akhirnya terjadi gerakan Republikan 
yang berhasil mengambil alih kekuasaan pada 4 Oktober 1910.
3
 Kepemimpinan 
kemudian digantikan oleh elit kelas menengah atas yang menjanjikan reformasi 
liberal dan demokratis. Namun meskipun berhasil mengambil alih pemerintahan, 
rezim Republik hanya berkuasa selama sepuluh tahun. Kehancuran rezim Republik 
terjadi ketika tentara masuk ke dalam sistem pemerintahan pada tahun 1926 dan 
menghasilkan kediktatoran militer yang relatif didukung rakyat akibat kekecewaan 
rakyat terhadap pemerintah Republik. 
Salah seorang tokoh penting muncul pada tahun 1921, ia adalah Antonio de 
Oliver Salazar. Salazar adalah bekas profesor keuangan yang terkenal dikalangan 
konservatif, ia sukses memulihkan perekonomian negara dalam waktu satu tahun 
pertama masa kerjanya. Pada tahun 1930 Salazar secara resmi diangkat menjadi 
pejabat sementara Menteri Tanah Jajahan. Ia memberlakukan Undang-Undang Tanah 
Jajahan dimana semua koloni-koloni Portugal semuanya berada di bawah kekuasaan 
langsung dari Lisboa.
4
 Artinya, dalam memerintah daerah koloni, gubernur tanah 
                                                          
2
 Departemen Penerangan RI, Timor Timur Membangun, (Jakarta : Departemen Penerangan RI, 1981) 
h. 21. 
3
 Helen Mary Hill, Op.Cit., h. 11. 
4
Ibid, h. 16. 
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jajahan harus meminta izin terlebih dahulu dari pemerintah pusat di Lisabon. Pada 
tahun 1932 kekuasaan Salazar semakin kuat ketika ia duduk menjadi Perdana Menteri 
Portugal. Ia kemudian menetapkan pendirian Uniao Nacional (Uni Nasional) atau 
yang kemudian lebih dikenal dengan nama Accao Nacional Popular (ANP, Aksi 
Nasional Rakyat).  
Pada tahun 1968 Perdana Menteri Antonio de Oliver Salazar secara resmi 
mengundurkan diri akibat kondisi kesehatan yang semakin memburuk.Ia kemudian 
digantikan oleh Profesor Macello Gaetano. Dibawah kepemimpinannya Portugal 
menerapkan kebijakan eksploitasi kerja dimana rakyat diharuskan menanam tanaman 
ekspor untuk mengisi cadangan mata uang Portugal. Kemudian pada tahun 1971 
diberlakukan “Undang-Undang Pokok Wilayah Seberang Lautan” yang disusul 
dengan perubahan konstitusi pada tahun 1972.
5
 Peraturan ini memberikan bertujuan 
untuk memberikan otonomi yang besar pada provinsi-provinsi seberang lautan, 
dengan badan legislatif yang memiliki kekuasaan tertentu. 
Undang-Undang Pokok Wilayah Seberang Lautan tersebut dengan tegas 
menyatakan bahwa kekuasaan sepenuhnya berada di tangan gubernur yang diangkat 
di Lisabon. Selain itu Perdana Menteri Marcel Gestano juga membebaskan 
pembentukan partai politik selain ANP sebagai organisasi pemerintah yang sudah 
ada.
6
 Namun nyatanya dalam pemilihan anggota Parlemen Pusat yang 
diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1973, ternyata dimenangkan oleh 
                                                          
5
 Ibid, h. 35. 
6
 E.M. Tomodok, Hari-Hari Akhir Timur Portugis. (Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1944) h. 77. 
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organisasi Pemerintah. Hal ini mendorong demonstrasi dimana-mana yang menuduh 
terjadi kecurangan sehingga ANP menang. Kemenangan ANP juga menjadi bukti 
bahwa demokrasi yang dijalankan belum berfungsi seratus persen dalam 
pelaksanaannya. Selain masalah gagalnya konstitusi baru yang diterapkan oleh 
pemerintahan Perdana Menteri Marcel Gestano, minimnya perhatian yang diberikan 
oleh negara induk kepada Timur Portugal juga menjadikan kehidupan rakyat dapat 
dikatakan jauh dari makmur. 
Di Portugal orang-orang yang tidak puas dengan pemerintahan Perdana 
Menteri Gaetano bersiap untuk melakukan kudeta. Pada tanggal 25 April 1974 kudeta 
dipimpin oleh Mayor Vasco Gocalves dengan bunga anyelir sebagai simbol 
perlawanan mereka, oleh karena itu perlawanan tersebut lebih dikenal dengan nama 
Revolusi Bunga. Kudeta sukses menggulingkan pemerintahan Gaetano dan 
mengangkat Jendral Spinola yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan 
Bersenjara Portugal sebagai pemimpin baru Portugal. 
Kudeta 25 April 1974 di Portugal ini kemudian melahirkan program 
dekolonisasi. Namun program dekolonisasi yang dijalankan oleh Spinola dilakukan 
secara bertahap, alasannya adalah karena daerah jajahan dirasa belum siap untuk 
segera merdeka. Selain itu Jendral de Spinola dengan tegas menyatakan bahwa hak-
hak demokratik yang dijanjikan kepada orang-orang Portugis juga akan berlaku bagi 
orang-orang yang tinggal di “provinsi-provinsi luar negeri”.7 Sejalan dengan itu pada 
                                                          
7
 Bilveer Singh, Timor Timur Indonesia dan Dunia Mitos dan Kenyataan. (Jakarta : PT. Citra 
Kharisma Bunda, 1998)  h. 42. 
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tanggal 28 Mei, Gubernur Timor Portugis Kolonel Aldeia mengumumkan bahwa 
rakyat Timor Timur mempunyai hak untuk mengorganisasikan diri mereka ke dalam 
berbagai partai politik. Kebijakan tersebut diambil dengan tujuan agar masa depan 
politik daerah koloni dimasa depan dapat diselesaikan dengan referendum yang akan 
dilaksanakan dikemudian hari. Selain itu Gubernur Aldeia juga menyatakan bahwa 
referendum yang direncanakan akan menawarkan tiga pilihan bagi rakyat Timor 
Portugis, yaitu : 
1. Menjadi daerah otonom dalam federasi dengan Portugal. 
2. Menjadi negara yang bebas dan merdeka (sebagai bagian atau diluar 
Persemakmuran Portugis). 
3. Berintegrasi dengan Indonesia.8 
Pernyataan Gubernur Aldeia tersebut disambut baik oleh seluruh rakyat Timor 
Portugal. Pertama, karena rakyat Timor Timur akhirnya dapat menjalankan hak-hak 
politiknya seperti terlibat dalam sebuah partai politik dan dapat membuat partai 
politik sendiri, selain ANP yang merupakan partai pemerintah. Kedua, karena rakyat 
Timor Portugal diberikan keleluasaan untuk menentukan nasib mereka sendiri 
dikemudian hari. 
Akibat dari kebijakan Gubernur Timor Portugal Aldeia, muncul beberapa 
partai dengan ideologi dan keinginanannya masing-masing. Beberapa partai yang 
dominan antara lain Fretilin, UDT, dan Apodeti dan dua partai lain yang tidak diakui 
                                                          
8
 Departemen Penerangan RI. Dekolonisasi di Timor Timur. (Jakarta : Departemen Penerangan, 1982) 
h. 16. 
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pemerintah Portugal yaitu KOTA dan Trabalhista.
9
 Pada awal pembentukannya 
Fretilin dan UDT merupakan dua partai yang sama-sama ingin menjadikan Timor 
Portugal sebuah negara merdeka. Menjadikan Timor Portugal berdiri diatas kakinya 
sendiri tanpa campur tangan bangsa lain didalamnya. Sementara itu tiga partai lain 
yaitu Apodeti, KOTA, dan Trabalhista sepakat untuk berintegrasi dengan Indonesia. 
Perbedaan keinginan diantara partai-partai yang ada di Timor Portugal sedikit 
banyak menggambarkan kondisi riil yang terjadi di Timor Portugal sebelum 
terlaksananya integrasi. Masyarakatnya sendiri terpecah belah akibat terjadinya 
perebutan kepemimpinan oleh partai-partai besar yang semakin berkembang setelah 
terjadinya kudeta militer di Portugal. Masing-masing partai tetap pada pendiriannya 
baik yang ingin Timor Portugal malakukan integrasi dengan Indonesia, maupun yang 
menginginkan Timur Portugal berdiri sendiri sebagai sebuah negara merdeka 
baru.Perbedaan inilah yang akhirnya berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat 
yang terjadi di wilayah Timur Portugal pada masa akhir sebelum terjadinya perang 
saudara yang menghancurkan kondisi Timur Portugal sendiri sehingga mendorong 
beberapa negara disekitarnya untuk turun tangan dan terlibat guna mengatasi masalah 
tersebut. 
Untuk lebih memahami partai-partai besar yang berkembang di Timor 
Portugal pada masa sebelum integrasi, maka setiap partai akan dibahas satu persatu 
guna memahami latar belakang serta pemikiran dari partai-partai tersebut. 
  
                                                          
9
Ibid, h. 941. 
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a. Uniao Democratica Timorese (UDT) 
Partai UDT dibentuk pada tanggal 12 Mei 1974, merupakan partai terbesar dan 
dirikan oleh tokoh-tokoh partai Aksi Nasional Rakyat (ANP) yang sebelumnya 
pernah berdiri di Timor Portugal namun kemudian dibubarkan. UDT pertama kali 
diketuai oleh Mario Viegas Carrascalao yang merupakan Kepala Jawatan Pertanian 
dan kehutanan Portugal di Timor Timur dan pernah menjabat sebagai wakil ketua 
ANP Timor Timur.
10
 Partai UDT ini juga merupakan partai yang mendapatkan 
dukungan paling besar dari masyarakat Timor Timur, terbukti dari dukungan yang 
diberikan oleh 230 suku dari total 472 suku yang ada di seluruh Timor Portugal pada 
masa itu.
11
 
Program yang diusung oleh UDT sangat jelas tidak jauh berbeda dengan 
program yang telah dilakukan oleh Partai ANP yaitu memperjuangkan agar Timor 
Portugal tetap berada dibawah bendera Portugal sebagai bagian federasi Portugal, 
seperti yang diusulkan presiden yang saat itu dijabat oleh Presiden Spinola. 
Keinginan tersebut sendiri didasari oleh kenyataan bahwa Timor Portugal di masa itu 
belum memiliki banyak orang terdidik serta masih lemahnya ekonomi Timor 
Portugal. Partai UDT mendapatkan banyak simpati dari berbagai pihak khususnya 
orang-orang kulit putih, pejabat serta raja-raja yang diangkat oleh Portugal. 
Seiring dengan berjalannya waktu di dalam partai ini sendiri akhirnya terdapat 
tiga aliran yaitu: 
                                                          
10
 E.M. Tomodok, Op. Cit., h. 46. 
11
Antara, “Jumlah Negara Pendukung Indonesia di Komite IV PBB Meningkat”, (Jakarta), 16 
November 1982. 
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1. Aliran di bawah pengaruh Ir. Mario Viegas Carrascalao yang menghendaki 
rakyat sendiri yang menentukan nasibnya. Hal ini sendiri didasari atas keyakinan 
bahwa aspirasi murni rakyat Timor Portugal adalah berintegrasi dengan Republik 
Indonesia. 
2. Kelompok yang dipimpin Moutinho, yang menghendaki status quo dimana 
Timor Portugal tetap berada dibawah naungan Portugal. 
3. Kelompok yang dipimpin Dominggus de Olivera, yang menghendaki Timor 
Portugal sebagai federasi negara Portugal. 
Ketika secara eksplisit Partai UDT menyatakan kehendaknya untuk bergabung 
dengan Republik Indonesia dan berharap perang saudara dapat segera diselesaikan, 
partai ini kemudian terpecah dan sebagian anggotanya yang tidak setuju dengan 
pemikiran tersebut keluar dan bergabung dengan Fretilin. Namun ada pula diantara 
mereka yang pindah menjadi warga negara Portugal. Meskipun terjadi pertentangan, 
namun nyatanya sebagian besar anggota UDT mendukung dan menerima keputusan 
tersebut. 
b. Frente Revolucionaria de Timor Leste Independence (Fretilin) 
Fretilin sejak awal berdirinya sudah bercorak radikal, embrionya adalah komite 
pembela buruh yang lahir di Dili, sesudah kudeta militer di Portugal. Sebelumnya 
Fretilin dikenal sebagai Associacao Social Democratia Timorense (ASDT) yang 
didirikan pada tanggal 20 Mei 1974, yang beranggotakan cendikiawan bebas, 
pegawai rendahan, dan kaum buruh di Timor Portugal.Dengan terbentuknya ASDT, 
maka Komite Pembela Buruh dibubarkan. Pendiri partai ASDT adalah Fransisco 
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Xavier do Amaral yang sekaligus merupakan ketua partai Fretilin. Kemudian 
menjabat sebagai sekertaris urusan luar negeri Jose Ramos Horta. 
Partai ini kemudian menyadari bahwa ASDT kekurangan organisator yang 
militan, untuk itu mereka merekrut sejumlah mahasiswa Timor Portugal yang telah 
pulang setelah belajar dari Portugal pada September 1974. Mahasiswa yang baru 
belajar dari Portugal ini nyatanya telah belajar pola perjuangan dari organisasi 
Komunis Portugal (MRPP) dan kemudian diterapkan di Timor Portugal. MRPP yang 
condong pada komunisme Mao (Maois), sehingga gerakan-gerakan anggota Fretilin 
di Timor Portugal mendapat bantuan dari orang-orang Cina yang bersedia menjadi 
perantara untuk mengadakan hubungan dengan Peking.
12
 
Fretilin memiliki prinsip perjuangan kemerdekaan penuh bagi Timor Portugal 
tanpa bergantung pada salah satu negara manapun. Mereka menolak prinsip otonomi 
luas dalam lingkungan federasi Portugal yang dicita-citakan UDT. Juga menentang 
keras Prinsip Apodeti yang hendak berintegrasi dengan Indonesia. Meskipun begitu 
Fretilin sendiri tidak menutup kemungkinan lain yang akan terbuka seiring dengan 
keinginan masyarakat Timor Portugal sendiri. 
c. Associaco Popular Democratica Timoresnse (Apodeti) 
Partai Apodeti sebelumnya dikenal dengan nama Associacao Integraciacao de 
Timor Indonesia (AITI). AITI didirikan pada tanggal 27 Mei 1974 oleh Fernando 
Osario Soares, dan kemudian diketuai oleh Arnaldo dos Reis Araujo. Partai ini 
kemudian berubah nama menjadi Apodeti, partai Apodeti sendiri terdiri dari lapisan 
                                                          
12
  CSIS, Ringkasan Peristiwa 1975, Op. Cit., h. 668. 
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bawah, pegawai rendahan, guru, pastor-pastor pribumi, hirarki gereja Katolik Timur 
Dilli, dan beberapa kepala suku yang berbatasan langsung dengan Indonesia. 
Prinsip perjuangan Apodeti selain tercermin dari nama lamanya, juga dari 
manifesto politik yang mereka keluarkan pada tanggal 27 Mei 1974 yang 
menyebutkan antara lain : 
Mengingat bahwa untuk mengakhiri kebebasan yang diberikan itu Timor Portugal 
akan memilih secara konkrit; (a) integrasi ke dalam masyarakat Indonesia; (b) 
kebebasan dan keadilan sosial; (c) integrasi yang berdasarkan hukum internasional 
berstatus propinsi otonomi.
13
 
 
Selain dari manifesto politik tersebut prinsip Apodeti tercermin dalam 
Anggaran dasar Apodeti Bab II tentang Azas dan Tujuan, pasal 3 yang berbunyi : 
Partai Apodeti bertujuan mewujudkan cita-cita kemerdekaan bagi rakyat Timor 
Portugal serta berintegrasi dengan Indonesia, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat 
Timor Portugal. Basis perjuangan partai ini sendiri terletak di Oekussi, Viqueque, dan 
Los Palos, daerah dimana pemberontakan besar terhadap Portugal pernah 
terjadi.Selain itu Apodeti juga kuat di daerah-daerah yang merupakan wilayah yang 
langsung berbatasan dengan Indonesia. 
d. Klibur Oan Timor Aswain (KOTA) 
Partai KOTA merupakan partai yang lebih dulu dikenal dengan nama AMPT 
(Associacao Popular Monarquica Timorense) yang dibentuk tanggal 5 September 
1974. Pada awalnya partai ini tidak diakui oleh pemerintah Portugal dikarenakan 
tidak dapat membuktikan jumlah anggotanya, namun setelah berubah nama dan 
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masuknya tokoh baru seperti Jose Martins yang cenderung tidak menyukai Partai 
Fretilin KOTA Nampak menjadi lebih produktif dan berhasil menempatkan diri 
sebagai salah satu unsur yang cukup penting dalam konstelasi kekuatan anti-Fretilin. 
Titik balik dari partai ini sendiri adalah ketika mendapatkan dukungan dari para 
pribumi yang berusaha mempertahankan identitas suku Timor. Menurut Jose Martin 
KOTA merupakan kawan perjuangan dari Apodeti untuk mengcounter Fretilin. Partai 
KOTA menyatakan bahwa rakyat Timor Timur ingin bergabung dengan Indonesia 
karena alasan historis, kulturil, dan ethnis.
14
 
e. Trabalhista  
Trabalhista merupakan partai kecil yang didirikan pada bulan September 
1974.Trabalhista sebelumnya merupakan suatu gerakan buruh yang berkembang 
menjadi sebuah partai. Seperti halnya KOTA, Trabalhista belum mendapat 
pengakuan dari Gubernur Timor Portugal. Presiden Trabalhista adalah Paulo Fritas da 
Silva, anak Raja Don dari Viqueque.Trabalhista sendiri mendukung Timur Portugal 
untuk bergabung dengan Indonesia, yang bersama dengan UDT dan KOTA 
menandatangani sebuah rencana untuk menggabungkan Timur Portugal dengan 
Republik Indonesia.
15
 
B. Perang Saudara di Timor Timor 
Sebelumnya sudah dikatakan bahwa perbedaan pandangan tentang masa depan 
Timor Portugal yang dianut oleh masing-masing partai dapat dikatakan sebagai 
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penggambaran akan keinginan masyarakat Timor Timur terhadap terjadinya 
perubahan. Baik yang setuju dengan gagasan berdiri sebagai negara sendiri, maupun 
gagasan bahwa Timur Portugal seharusnya menyatakan diri bergabung dengan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia demi ketentraman masyarakat umum di Timur 
Portugal. Pada kenyataannya pertikaian yang terjadi di Timor Portugal terbagi 
menjadi dua yaitu pertikaian politis dan pertikaian bersenjata. 
Pertikaian politis sendiri dipicu oleh beberapa faktor antara lain; pertama, 
perbedaan cita-cita perjuangan dari masing-masing partai yang telah dijelaskan 
diatas; kedua, perbedaan ideologi yang dianut; dan ketiga, ketidakstabilan pemerintah 
Portugal.
16
 Pertikaian ini juga diketahui oleh pemerintah Portugal di Lisabon, namun 
pemerintah menyadari sulit untuk menyatukan persepsi semua partai yang saling 
bertolak belakang tersebut. Akibat dari ketidakmampuan untuk mengatasi pertikaian 
politik ini, pertikaian yang awalnya bersifat politis berkembang menjadi sebuah 
pertikaian senjata yang memakan banyak korban. 
Pada bulan Januari 1975 dua partai besar yaitu UDT dan Fretilin membentuk 
sebuah koalisi berdasarkan prinsip kemerdekaan, penolakan integrasi dengan 
Indonesia, dan pembentukan sebuah pemerintahan transisi yang terdiri dari wakil-
wakil kedua partai.
17
 Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa di dalam partai 
UDT sendiri terdapat tiga aliran yang masing-masing sangat berbeda.perbedaan itulah 
yang lama kelamaan membuat koalisi UDT-Fretilin tidak berjalan lama dan akhirnya 
                                                          
16
 J. Kristadi, Op. Cit., h. 338. 
17
 Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia- Timor Leste, Per Memoriam Ad Spem”Laporan 
Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste” (Jakarta : ELSAM, 2010) h. 38. 
23 
 
harus dibubarkan empat bulan kemudian. Tepat pada tanggal 27 Mei 1975 UDT 
secara resmi mengeluarkan pernyataan resmi pemisahan dirinya dari Fretilin.Hal ini 
dikarenakan semakin kuatnya pengaruh komunis dalam Fretilin serta cara-cara 
perjuangannya yang dianggap membahayakan kepentingan masyarakat Timur 
Portugal.
18
 
Secara tidak langsung keluarnya UDT dari koalisi UDT-Fretilin menjadi titik 
baru perkembangan konflik politik yang berubah menjadi konflik bersenjata. Dalam 
menghadapi konflik bersenjata kekuatan dari masing-masing partai sangat jelas 
terlihat, hal tersebut dikarenakan Fretilin lebih mengerahkan gerakan-gerakannya 
pada penyusunan kekuatan fisik dengan mempersenjatai diri. Hal tersebut sangat 
berbeda dengan UDT dan Apodeti yang tidak mempersiapkan kekuatan fisik seperti 
Fretilin.
19
 
Pertemuan Macao yang dilaksanakan pada tanggal 26-28 Juni 1975 
menghasilkan konsep yang jelas mengenai proses dekolonisasi Timor Portugal. 
Referendum telah ditentukan jadwalnya pada Oktober 1976, sedangkan penentuan 
status Portugal untuk meninggalkan Timor Portugal yaitu Oktober 1978. Hasil 
pertemuan Macao ini kemudian disahkan oleh Dewan Revolusioner Militer Portugal 
pada tanggal 12 Juli 1975. Pertemuan Macao sendiri dihadiri oleh pihak Portugal, 
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UDT dan Apodeti, sementara itu pihak Fretilin menyatakan memboikot pertemuan 
Macao karena tidak mau berunding dengan Apodeti yang dianggap pengkhianat.
20
 
Partai UDT yang dalam pertemuan Macao pernah mengusulkan agar pelaksanaan 
dekolonisasi tidak menggunakan referendum mulai menunjukkan kekuatannya. Aksi 
bersenjata UDT dimulai pada tanggal 9 Agustus 1975 dengan mengepung kantor 
polisi untuk menguasai senjata. Aksi ini kemudian berlanjut menjadi aksi perebutan 
kekuasaan dan mencapai puncaknya pada 11 Agustus 1975. Pada hari itu UDT yang 
mendapat dukungan dari kepolisian Timor Portugal melancarkan gerakan bersenjata, 
menduduki sejumlah fasilitas pemerintahan dan menangkap serta menahan ratusan 
pemimpin Fretilin.
21
 Akibat dari aksi ini kekuasaan pemerintahan dan militer lumpuh 
dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sementara itu kekuatan dari partai-partai 
kecil lain belum sempat melakukan perlawanan.  
Perlawanan dari kekuatan lain kemudian dilakukan oleh Fretilin di kota Dili. 
Akibat dari perlawanan ini kekuatan militer Timur Portugal terbagi menjadi dua yaitu 
yang mendukung Fretilin dan yang mendukung UDT. Kondisi kota mulai kacau dan 
Gubernur Lemos Pires tidak dapat melakukan apa-apa. Dengan minimnya perhatian 
dari pemerintah Portugal dan semakin memburuknya situasi, pada tanggal 26 Agustus 
1975, Gubernur Timor Portugal Mario Lemos Pires menyingkir ke Pulau Atauro 
bersama dengan sekelompok pejabat yang masih tersisa.
22
 Di pihak lain, Fretilin 
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dengan cepat mengambil tindakan atas kondisi yang terjadi di Timor Portugal. Pada 
tanggal 15 Agustus 1975 Fretilin secara resmi menyatakan pemberontakan bersenjata 
umum terhadap semua pemberontak kepada negeri induk.
23
 
Penguasaan UDT terhadap situasi ternyata tidak dapat berlangsung 
lama.Keadaan ini dikarenakan UDT mengkonsentrasikan kekuatan mereka hanya di 
Dili saja, sementara itu wilayah-wilayah di luar Dili dikuasai oleh Fretilin yang 
berhasil mengkonsolidasi kekuatannya. Kekuatan ini kemudian digunakan Fretilin 
untuk mengepung Dili, sementara itu pada tanggal 16 Agustus 1975, Regio Lobato 
salah seorang pemimpin Fretilin diangkat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata di 
Timur Portugal. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan sikap pemerintah 
Portugal yang memilih Fretilin untuk kemudian menggantikan pemerintah Portugal 
dalam pemerintahan di Timur Portugal. 
Sementara itu di pihak Apodeti yang sama sekali tidak mempersiapkan kekuatan 
untuk menghadapi perlawanan bersenjata, memilih untuk bersikap netral diantara 
kedua pihak di dalam kota Dili. Sementara itu di beberapa daerah di luar Dili para 
anggota Apodeti mau tak mau memilih salah satu pihak untuk secara perlahan-lahan 
mengumpulkan senjata. Sikap netral Apodeti di dalam kota Dili sendiri tidak berbuah 
manis, melainkan beberapa dari para pemimpin Apodeti ditangkap sehingga semakin 
melemahkan Apodeti.
24
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Gerakan yang dilakukan Fretilin nyatanya terus mendesak kedudukan UDT 
dibeberapa daerah strategis. Tanggal 26 Agustus 1975 sebagian kota Dili dikuasai 
oleh Fretilin, termasuk lapangan terbang Dili. Sikap Portugal yang dianggap tidak 
mampu mengatasi konflik ini membuat banyak masyarakat tidak percaya terhadap 
pemerintahan Portugal. Pada saat perang berlangsung di awal September 1975 ribuan 
warga Timur Portugal yang ketakutan serta para anggota partai kecil seperti Apodeti, 
KOTA dan Trabalhista memilih mengungsi ke hutan-hutan maupun ke daerah 
perbatasan Nusa Tenggara Timur.
25
 
Berdasarkan permintaan Gubernur Lemos Pires, Indonesia akhirnya mengadakan 
perundingan dengan partai yang bersengketa guna mencapai gencatan senjata agar 
para pengungsi dapat mencapai daerah-daerah yang aman.
26
 Delegasi yang dikirim 
dari Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini adalah Kolonel Soebiyakto yang 
merupakan komandan kapal KRI Monginsidi. Sementara itu Fretilin yang sudah 
merasa kuat sering melakukan pelanggaran dan menyerang wilayah Indonesia serta 
melakukan perampasan bahan makanan dari wilayah Indonesia. Peristiwa ini terjadi 
sekitar bulan September dan Oktober 1975 di Atambua yang merupakan tempat para 
pengungsi dari Timur Portugal. 
Kekuasaan Fretilin atas Timur Portugal secara tidak langsung menjadi kenyataan 
de facto bahwa Fretilin yang memimpin wilayah tersebut. Oleh karena itu pemerintah 
Portugal merasa tidak punya pilihan selain memberikan kemerdekaan kepada Fretilin. 
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Hal ini berakibat besar pada partai-partai lain yang menjadi oposisi partai 
Fretilin.Apodeti sendiri sadar bahwa satu-satunya jalan melawan Fretilin adalah 
dengan bergabung dengan UDT. Di pihak UDT sendiri kondisi mereka yang tersudut 
dan lemah membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan dan menyatakan 
bergabung dengan Apodeti dan mendatangi wilayah perbatasan dengan Indonesia. 
Keputusan ini kemudian diikuti oleh KOTA dan Trabalhista pada bulan September 
1975. 
Sebagai langkah awal baik Apodeti, UDT, KOTA, dan Trabalhista setuju untuk 
membentuk pasukan gabungan yang dilatih kemiliteran oleh Panglima Angkatan 
Bersenjata UDT, Joao Carrascalao. Pasukan ini kemudian berusaha melakukan 
penyerangan-penyerangan untuk mengejutkan Fretilin.Pada tanggal 16 Oktober 1975, 
pasukan gabungan berhasil menguasai Balibo, Maliana, Baucau, dan Los Palos pun 
dapat dikuasai. Kondisi ini semakin memburuk untuk pihak Fretilin ketika kota 
Atabae yang merupakan kota pertahanan dibagian barat berhasil direbut oleh pasukan 
gabungan pada November 1975.
27
 
Kemenangan ini sendiri menimbulkan kecaman dari pihak Portugal. Ditambah 
lagi dengan kritik yang dikeluarkan Ramos Horta yang tengah berada di Australia 
kepada Indonesia yang dianggap telah melakukan intervensi kepada masalah dalam 
negeri Timur Portugal.
28
 Namun dugaan tersebut dibantah oleh ketua Fretilin 
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Fransisco Xavier Do Amaral yang menyatakan bahwa Indonesia tidak berada di 
belakang pasukan baru yang masuk ke wilayah batar Timur Portugis.
29
 Hal ini juga 
diperkuat oleh pernyataan ketua partai UDT Fransisco Xavier Lopez da Cruz yang 
menyatakan bahwa perjuangan untuk berintegrasi dengan Indonesia tanpa bantuan 
senjata Indonesia.
30
 
Fretilin yang terkepung di Dili memutuskan untuk mengalihkan perjuangannya 
ke jalur diplomasi internasional. Komite Sentral Fretilin yang berada di Dili 
kemudian memutuskan untuk menyatakan kemerdekaan Timor Timur dengan nama 
Republik Demokrasi Timor Timur pada tanggal 28 November 1975. Selanjutnya 
Fretilin juga mengangkat Xavier do Amaral menjadi presiden. Untuk mengatasi 
proklamasi sepihak yang dilakukan Fretilin maka pasukan gabungan yang terdiri dari 
empat partai yaitu; UDT Apodeti, Kota dan Trablhista memutuskan untuk melakukan 
proklamasi tandingan pada tanggal 30 November 1975 di kota Balibo.
31
 Proklamasi 
tersebut menyatakan bahwa Timur Portugal akan bergabung dengan Indonesia.  
Sayangnya kedua proklamasi ini tidak mendapat tanggapan postif dari  dunia 
Internasional. Pihak Portugal menyatakan tidak mengakui kedua deklarasi tersebut 
karena masih menganggap Portugal sebagai “penguasa administratif” dan tetap 
berpendapat bahwa persoalan Timor Portugal harus diselesaikan melalui sebuah 
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referendum yang melibatkan semua partai politik.
32
 Sementara itu Pemerintah 
Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menyatakan bahwa : 
“Indonesia secara resmi tidak memiliki ambisi teritorial apapun atas Timor Timur, 
tetapi pemerintah Indonesia menganggap Deklarasi Balibo sebagai pernyataan 
keinginan politik rakyat Timor Portugal yang sah”.33 Kemudian  Pemerintah 
Indonesia menyatakan “sangat menyesalkan proklamasi Fretilin dan menyatakan 
bahwa menghargai hak bersimpati dan memahami sedalam-dalamnya pernyataan 
partai-partai UDT, Apodeti, KOTA dan Trabalhista yang atas nama rakyat Timor 
Portugal menyatakan menyatukan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”.34 Oleh karena itu kedua pihak kembali melanjutkan perlawanan 
bersenjata yang dianggap lebih efektif ketimbang proklamasi. Pertempuran kembali 
dimulai oleh pasukan gabungan yang sudah mengepung kota Dili sejak November 
1975 untuk kemudian mulai memasuki kota. Sementara itu di pihak Fretilin terjadi 
ternyata terjadi perpecahan dimana sebagain pihak masalah Timor Portugal 
diselesaikan secara damai, sementara pihak lainnya dengan keras menyatakan akan 
menumpas siapa saja yang menentang proklamasi.  
Pada tanggal 5 Desember 1975 pasukan gabungan akhirnya mengeluarkan seruan 
kepada pasukan Fretilin yang masih bertahan didalam kota Dili untuk segera 
menyerahkan diri sebelum akhirnya dihancurkan. Di pihak Fretilin sendiri sudah 
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terjadi kepanikan diantara para pemimpinnya yang semakin terdesak oleh situasi yang 
semakin tidak terkendali. Sadar bahwa pihak Fretilin tidak mampu lagi menguasai 
Dili, tiga pemimpin Fretilin yaitu; Jose Ramos Horta, Mari Alkatirie, dan Rogerio 
Lobato telah meninggalkan DIli menuju Sydney untuk menuju Lisabon. Usaha ini 
dilakukan untuk meraih kekuasaan melalui Jalur diplomasi dimana pihak Fretilin 
berusaha meyakinkan publik bahwa Fretilin adalah satu-satunya pemerintahan sah di 
Timur Portugal.
35
 
Menghadapi kritik dan upaya yang dilakukan pihak Fretilin maupun negara-
negara lain yang tidak setuju dengan integrasi Timor Timur ke Indonesia Menteri 
Luar Negeri Adam Malik menyatakan : 
“perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini di Timur Portugal jelas akan 
menimbulkan protes-protes dari luar, sebab banyak yang tidak kenal dengan Timor, 
sehingga harus kita jelaskan lagi bahwa Timor itu jadi satu dengan Indonesia lainnya. 
Dalam proses ini, dunia boleh protes, tapi kalau rakyat Timur Portugal sendiri 
menerimanya, tak ada hak dunia untuk protes.”36 
 
Pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik tersebut 
menggambarkan sikap pemerintah Indonesia yang enggan untuk menanggapi kritik-
kritik pedas yang dilemparkan negara-negara yang tidak setuju dengan integrasi 
Timor Timur ke Indonesia. 
Pada tanggal 7 Desember 1975 pasukan gabungan yang dibantu dengan relawan 
dari Indonesia memasuki kota Dili melalui 3 arah yaitu Batu rade, Bobonaro dan 
Baucau. Sementara itu pasukan dili yang tersisa meninggalkan Dili ke wilayah timur 
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Dili. Namun serangan langsung ke timur sendiri tidak dapat dilakukan karena 
pasukan Fretilin menjadikan orang-orang Cina sebagai sandera. Dalam pendudukan 
Dili pasukan gabungan telah membebaskan pimpinan partai Apodeti Arnaldo Dos 
Reis Araujo yang dipenjarakan Fretilin sejak beberapa bulan lalu. Dengan 
didudukinya Dili oleh pasukan gabungan, harapan untuk melakukan proses 
dekolonisasi yang sesuai dengan kehendak rakyat sendiri semakin terbuka lebar. 
 
C. Integrasi Timor Timur ke Indonesia 
Keinginan untuk melakukan integrasi dengan Indonesia sebenarnya sudah 
muncul sejak berdirinya partai AITI yang kemudian berganti nama menjadi Apodeti. 
Prinsip Apodeti yang menjadikan integrasi dengan Indonesia menjadi cita-cita 
mereka dapat dilihat dari anggaran dasar yang dimiliki partai ini. Cita-cita ini 
didasarkan atas pandangan mereka bahwa Timor Portugal memiliki kesatuan kultur 
dan persamaan sejarah dengan Indonesia. Selain itu letak geografis Timur Portugal 
yang satu pualu dengan Indonesia dan memiliki nenek moyang yang sama serta 
kebudayaan yang sama menjadi alasan yang mendasari keinginan untuk berintegrasi 
dengan Indonesia.
37
 
Hampir semua partai yang ada di Timur Portugal menyetujui integrasi dengan 
Indonesia, termasuk pada akhirnya UDT yang selama pertempuran di Dili 
menyaksikan para demonstran menuliskan Viva Indonesia, Viva Integrasi, hancurkan 
komunis. Menghadapi kenyataan tersebut Ir. Mario Viegas Carascalao mengatakan 
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bahwa pemerintahan Portugal secara de fakto sudah tidak berada di Timur Portugal 
lagi, sementara rakyat Timur Portugal sendiri mendesak UDT untuk berintegrasi 
dengan Indonesia, UDT menyetujui kehendak rakyat itu.
38
 
Dengan menyadari kenyataan historis dan perasaan senasib, pencetusan 
keinginan masyarakat yang ingin berintegarasi dengan Indonesia dapat dikatakan 
menjadi kehendak mereka sendiri sesuai dengan hak azasi yang mereka miliki. Selain 
daripada faktor-faktor yang telah dikemukakan diatas, salah satu faktor yang sangat 
penting dan menentukan terjadinya integrasi antara satu wilayah dengan wilayah 
lainnya adalah adanya kesempatan.
39
 Dalam hal ini jelas terlihat bahwa kesempatan 
untuk melakukan integrasi muncul setelah terjadinya konflik bersenjata diantara 
masyarakat Timur Portugal. Konflik tersebut telah membawa dampak yang besar bagi 
masyarakat di Timur Portugal ditambah lagi dengan ketidak mampuan pemerintah 
Portugal dalam mengatasi masalah ini yang membuat masyarakat Timur Portugal 
tidak lagi menganggap Portugal sebagai pemimpin. 
Untuk merealisasikan keinginan rakyat Timor Timur maka dibuatlah sebuah 
petisi yang menyatakan keinginan rakyat Timor Timur bergabung dengan Negara 
Indonesia. Petisi tersebut berisi permintaan bantuan dari Pemerintah Indonesia dalam 
menyelesaikan masalah yang terjadi di Timor Timur, serta meminta Presiden 
Soeharto untuk mengizinkan Timor Timur melakukan integrasi dengan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Petisi ini ditandatangani oleh ketua partai UDT yaitu 
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Francisco Lopez da Cruz, serta delapa orang lainnya yang merupakan perwakilan dari 
masing-masing partai yang pro integrasi. 
Disisi lain meskipun keempat partai menyatakan ingin bergabung dengan 
Indonesia pemerintah Indonesia tidak serta merta langsung menerimanya begitu saja. 
Hal tersebut terlihat dari pernyataan menteri luar negeri Indonesia Adam Malik yang 
pada akhir tahun 1975 berkunjung ke Atambua.Menurutnya pemerintah Indonesia 
dalam hal ini masih mempertimbangkan sikapnya atas pernyataan rakyat Timor 
Portugal tersebut.
40
 Sementara itu menurut Menteri Pertahanan dan Keamanan 
Jendral Panggabean menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan kooperatif dan 
akan menyambut serta membantu upaya yang dilakukan PBB guna menyelesaikan 
masalah Timor Timur.  
Keputusan untuk menjadikan Timor Portugal menjadi bagian dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sendiri tidak hanya mempertimbangkan kondisi serta 
kehendak rakyat Timor Portugal saja. Melainkan juga mempertimbangkan kondisi 
politik yang tengah terjadi di dunia pada masa itu.Pada saat masalah Timor Timur ini 
berkembang tahun 1975, kondisi politik dunia tengah memanas akibat terjadinya 
perang dingin diantara dua kekuatan besar yaitu Amerika dan Uni Soviet. Masalah 
Timor Port ugal sendiri dianggap merupakan masalah yang sangat penting, karena 
dikhawatirkan akan jatuh ke tangan komunis seperti yang terjadi di Vietnam. Hal ini 
didasari oleh kekalahan Amerika Serikat di Vietnam pada tahun 1975, serta 
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munculnya teori domino yang dipercaya Amerika bahwa kejatuhan Vietnam ke 
tangan kelompok komunis akan merembet ke wilayah lain di Asia Tenggara.  
Isu komunisme ini sendiri tidak hanya menjadi permasalahan yang dihadapi 
Amerika melainkan juga pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia yang pada saat 
itu berada di bawah Soeharto yang memiliki sikap keras terhadap komunis, juga mau 
tak mau menjadikan permasalahan ideologi ini menjadi pertimbangan berat. 
Sementara itu kerjasama yang baik dengan pemerintah Amerika Serikat juga menjadi 
salah satu faktor yang menentukan dalam sikap pemerintah Indonesia menghadapi 
masalah Timor Portugal. Dukungan yang secara tidak langsung diberikan oleh 
Amerika Serikat juga menjadi salah satu faktor atas sikap pemerintah yang diambil 
dikemudian hari. 
Pada tanggal 4 Desember 1975 pertemuan dengan Presiden Soeharto diadakan di 
kediaman Presiden di Cendana. Pertemuan tersebut didatangi beberapa menteri 
terkait masalah Timor Timur. Agenda utama dari pertemuan tersebut adalah laporan 
yang akan diberikan oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik yang baru tiba dari 
Atambua. Pertemuan ini sendiri bertujuan untuk menentukan sikap Pemerintah 
Indonesia tentang masalah yang terjadi di Timor Timur. Dalam pernyataan resmi 
yang dikeluarkan oleh Menteri Penerangan Mahuri SK pada tanggal 5 Desember 
1975, pemerintah menyerukan bahwa proses dekolonisasi penting dilakukan untuk 
menyelamatkan kondisi yang terjadi di Timor Timur. Selain itu pemerintah juga 
menyatakan bahwa pemerintah akan secara tegas menjaga keamamanan di daerah 
perbatasan serta memberikan bantuan kepada rakyat Timor Portugal untuk melakukan 
35 
 
proses dekolonisasi secara wajar.
41
 Pemerintah Indonesia juga dengan tegas 
menyatakan bahwa wilayah Timor Portugal yang saat ini merupakan wilayah “no 
man lands” atau wilayah tak bertuan. Oleh karena itu sah-sah saja jika pemerintah 
Indonesia campur tangan dalam menyelesaikan masalah di Timor Portugal yang 
notabennya daerah yang secara langsung berbatasan dengan Indonesia. 
Namun meski menyatakan sikapnya bahwa Indonesia akan mengakomodir 
keinginan rakyat Timor Portugal untuk bergabung dengan Indonesia, Pemerintah juga 
menyatakan akan menyampaikan permasalah ini ke PBB. Menurut perwakilan 
Indonesia yang berada di Amerika yaitu Anwar Sani, pemerintah Indonesia secara 
resmi telah meminta PBB untuk bekerja sama dengan Portugal untuk membiarkan 
masyarakat Timor Portugal menentukan masa depannya sendiri. Dalam hal ini 
menurut Anwar Sani, Pemerintah Indonesia mengharapkan bahwa dilakukan 
peninjauan oleh tim Komite Khusus Dekolonisasi PBB ke Timor  Portugal untuk 
mengetahui kehendak rakyat Timor Portugal melalui jajak pendapat. Kemudian 
Anwar Sani juga menegaskan bahwa Pemerintah akan bekerjasama dengan PBB 
untuk memperlancar proses tersebut. 
Pada tanggal 7 Desember 1975 teks pernyataan integrasi dengan Indonesia 
ditandatangani oleh pemimpin UDT, Apodeti, Fretilin, Administrator Oekussi.
42
 Teks 
integrasi ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan Portugal kemudian ditujukan pada 
Sekertaris Jendral PBB di New York dan pemerintahan Republik Indonesia yang 
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diwakili oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, El Tari. Di sisi lain partai-partai yang 
menginginkan integrasi dengan Indonesia telah berhasil menguasai keadaan di Dili. 
Sementara itu minggu malam tanggal 8 Desember 1975 pemerintah Portugal di 
Lisabon menyatakan memutus hubungan diplomatiknya dengan Indonesia 
dikarenakan telah secara sepihak memasuki wilayah milik pemerintah Portugal. 
Tidak hanya memutus hubungan diplomatisnya, pemerintah Portugal juga meminta 
kepada Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan invasi yang dilakukan oleh 
Indonesia. Selain itu Portugal juga meminta bantuan PBB untuk memulai kembali 
proses dekolonisasi Portugal di Timor Timur. Menanggapi sikap Portugal pemerintah 
Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menyesalkan 
terputusnya hubungan diplomatik antara Portugal dan Indonesia. Menurutnya hal ini 
tidak perlu terjadi karena keinginan untuk bergabung dengan Indonesia adalah 
keinginan dari masyarakat Timor Portugal sendiri.
43
 
Kemudian pada tanggal 17 Desember 1975 di Dili ditandatangani sebuah 
deklarasi yang menyatakan bahwa Apodeti, UDT, KOTA, dan Trabalhista telah 
membentuk pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT). PSTT sendiri didirikan 
untuk mengisi kekosongan pemerintahan yang ditinggalkan oleh Portugal yang 
dianggap tidak bertanggung jawab oleh masyarakat Timor Timur.
44
 Pada tanggal 18 
Desember 1975 PSTT mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Ketua Eksekutif 
PSTT terpilih yaitu Arnaldo Reis Araujo dan Fransisco Xavier Lopez da Cruz. Surat 
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tersebut dikirimkan kepada Presiden Soeharto yang menyatakan bahwa PSTT minta 
kepada Indonesia agar memberi bantuan militer, ekonomi, dan sosial untuk 
memulihkan keamanan, ketertiban dan melenyapkan kekacauan.
45
 
Kemudian pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Wilayah Timor Timur 
melangsungkan sidang paripurna terbuka untuk menentukan masa depan Timor 
Timur. Sidang dipimpin oleh Ketua DPR Guilherme Maria Goncalves beserta 
anggotanya, selain itu datang pula perwakilan dari negara-negara ASEAN serta para 
wartawan luar negeri. Namun hingga pelaksanaan sidang paripurna, perwakilan dari 
PBB tidak datang meskipun telah menerima undangan dari ketua PSTT. 
Sidang paripurna tersebut menghasilkan petisi yang didalamnya menyatakan 
bahwa rakyat Timor Timur dan daerah-daerah yang berada dibawah kekuasaannya, 
menyatakan keinginannya untuk bergabung kedalam Negara Indonesia.
46
 Pada 
tanggal 7 Juni 1976 suatu delegasi besar rakyat Timor Timur yang terdiri dari 41 
orang yang dipimpin oleh Ketua Eksekutif PSTT tiba di Jakarta untuk menyampaikan 
petisi rakyat Timor Timur secara langsung kepada Presiden Soeharto. Menjawab 
petisi tersebut Presiden Soeharto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia 
mengirimkan utusan ke Timor Timut untuk menyaksikan kehendak rakyat Timor 
Timur sebelum resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Sidang Kabinet Paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1976 dan 
langsung dipimpin oleh Presiden Soeharto digelar. Agendanya adalah laporan 
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perwakilan Indonesia yang telah berangkat ke Timor Timur, laporan ini dibacakan 
oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud. Dalam laporannya ditegaskan bahwa 
masyarakat Timor Timur sangat antusias untuk berintegrasi dengan Indonesia. 
Setelah mendengarkan laporan ketua delegasi Presiden Soeharto akhirnya 
memutuskan sebagai berikut :
47
 
a. Menanggapi positif dan menerima pernyataan integrasi rakyat Timor Timur. 
b. Pelaksanaan integrasi akan dilaksanakan melalui prosedur yang tidak 
bertentangan dengan proses konstitusi. 
c. Dalam waktu singkat, pemerintah RI akan mengajukan rancangan undang-
undang khusus tentang penerimaan/penggabungan Timor Timur ke Wilayah 
Republik Indonesia agar dapat disahkan oleh DPR RI. 
d. Sebagai konsekuensi dari integrasi tersebut, Presiden RI menginstruksikan 
supaya semua instansi di lingkungan RI membantu rakyat Timor Timur dalam 
melaksanakan pembangungan di Timor Timur. 
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Timor Timur telah disampaikan 
kepada DPR RI pada tanggal 1 Juli 1976 dan secara resmi memasuki pembicaraan 
tingkat pertama tanggal 5 Juli 1976. Oleh DPR RI RUU kemudian dibahas dalam 
komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri. Pada tanggal 15 Juli 1976, 
melalui sidang pleno, DPR secara aklamasi telah menyetujui disahkannya RUU 
tersebut menjadi undang-undang tentang Penyatuan Timor Timur kedalam Republik 
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Indonesia. Pada tanggal 17 Juli 1976 akhirnya ditandatanganilah UU No. 7 th. 1976 
oleh Presiden Soeharto di Bina Graha. Dengan penandatanganan UU tersebut maka 
secara resmi bangsa Indonesia dan rakyat Timor Timur telah menyelesaikan proses 
integrasi. 
40 
 
BAB III 
DIPLOMASI INDONESIA TENTANG MASALAH TIMOR TIMUR 1976 
HINGGA ERA PERANG DINGIN 1990 
 
A.   Timor Timur setelah Integrasi 
Setelah secara resmi bergabung dengan Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976 
Timur Portugal kemudian berganti nama menjadi Timor Timur, dan secara otomatis 
menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Keputusan untuk mengintegrasikan Timor Timur 
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menimbulkan pro dan kontra 
dari sejumlah negara. Disisi lain fakta bergabungnya Timor Timur dengan Indonesia 
membawa pula tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah yaitu segala hal 
yang menyangkut tentang Timor Timur menjadi masalah dalam negeri Indonesia. 
Oleh karena itu masalah Timor Timur harus segera diselesaikan. 
Semua aspek kehidupan masyarakat Timor Timur nyatanya memerlukan bantuan 
pemerintah Indonesia untuk menyelesaikannya, khususnya dalam bidang keamanan 
dan politik.
1
 Sebelum berintegrasi dengan Indonesia kondisi keamanan dan politik di 
Timor Timur sangat tidak kondusif. Hampir semua orang memiliki senjata, sehingga 
suasana mencekam tidak hanya di ibu kota Dili tapi juga dapat dirasakan di seluruh 
Timor Timur. 
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Untuk mengatasinya, Pemerintah Indonesia mulai menerapkan beberapa 
pendekatan dalam memerintah Timor Timur. Pertama, adalah pendekatan keamanan 
dimana militer Indonesia secara aktif melakukan operasi militer melawan gerakan 
perlawanan. Atas dasar hal tersebut pemerintah Indonesia merasa perlu untuk 
mengembalikan keamanan di Timor Timur dengan mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1978 tentang penyelesaian masalah 
pasukan bersenjata di Timor Timur. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang 
hak-hak para sukarelawan/partisipan, Tropaz, Milisi, Polisi, dan Segundalina yang 
diberikan kesempatan untuk bergabung dengan TNI dengan pertimbangan agar 
pasukan bersenjata di Timor Timur dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya guna 
peningkatan ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.
2
 
Kedua, pendekatan yang berbasis kesejahteraan yang dimaksudkan untuk 
menarik hati rakyat Timor Timur dengan meningkatkan proyek-proyek pembangunan 
di berbagai sektor. Usaha untuk mensejahterakan rakyat dilakukan dengan melakukan 
pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Selain masalah 
keamanan masalah lain yang coba untuk diselesaikan oleh pemerintah Indonesia 
antara lain masalah pembangunan. Pada masa awal integrasi Timor Timur ke 
Indonesia, kemiskinan nyatanya masih sangat tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan 
dengan sensus yang dilakukan pada tahun 1980 dimana masih terdapat 75% 
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penduduk pada usia sekolah mengalami buta huruf.
3
 Gambaran kemiskinan ini 
diperburuk dengan kondisi Timor Timur yang tertutup dari dunia luar selama 
kepemimpinan pemerintah Portugal. 
Guna memperbaiki kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Timor Timur, 
Pemerintah Indonesia berupaya melakukan berbagai upaya guna memperbaiki 
keadaan masyarakat dengan melakukan berbagai upaya pembangunan.Pembangunan 
tersebut mencakup pembangunan fisik (sarana dan pra sarana penunjang 
kesejahteraan rakyat) dan non fisik (pemberian praktek keterampilan).Kedua upaya 
tersebut dilakukan guna membantu masayarakat mempersiapkan dirinya untuk 
mencapai kesejahteraan.
4
 Dalam pelaksanaannya pembangunan yang direncanakan 
oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah Timor Timur dibantu oleh ABRI yang 
tengah bertugas di Timor Timur dalam rangka menjaga kemanan dan perdamaian di 
sana.  
Dengan terlibatnya ABRI dalam rangka pembangunan Timor Timur dengan 
sendirinya citra ABRI yang kurang disukai masyarakat Timor Timur berangsur-
angsur pulih dan mendapatkan citra baik di mata masyarakat Timor Timur. Citra 
ABRI yang sebelumnya tidak terlalu baik dengan masyarakat Timor Timur akibat 
dari operasi Seroja yang banyak menimbulkan korban jiwa sedikit banyak 
menimbulkan ketakutan diantara masyarakat Timor Timur. Namun citra buruk 
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tersebut lama kelamaan berkurang seiring dengan terlibatnya ABRI dalam berbagai 
program pembangunan yang sedang dijalankan. 
Dalam melaksanakan pembangunan di Timor Timur Pemerintah Indonesia 
melakukannya dengan cara bertahap. Hal tersebut dilakukan karena kondisi 
masyarakat yang dapat dikatakan masih sangat jauh dari kata sejahtera, oleh karena 
itu pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan pembangunan secara 
bertahap. Tahapan pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam membangun 
Timor Timur adalah dengan melakukan rehabilitasi. Tahapan ini dilakukan pada 
Oktober 1976 hingga Maret 1977, dengan sasaran utama merehabilitasi seluruh 
sarana dan prasarana umum. Sarana dan prasarana yang dibangun mencakup : rumah 
sakit, balai pengobatan, sekolah, sarana telekomunikasi dan perhubungan.
5
 Selain itu 
dilakukan pula upaya peningkatan keterampilan kepada para pegawai agar mereka 
dapat memahami sistem administrasi pemerintahan yang berlaku. 
Tahapan yang kedua adalah tahap konsolidasi yang dilakukan mulai April 1977 
hingga Maret 1978, dengan sasaran utama melanjutkan serta meningkatkan langkah-
langkah pembangunan sebelumnya sehingga menjangkau penataan dan perbaikan 
yang lebih luas. Misalnya peningkatan aparatur pemerintahan, peningkatan 
pengembangan ekonomi rakyat, peningkatan prasarana dan sarana pendidikan, dan 
sebagainya. Kedua tahapan yang telah dilakukan diatas kemudian diakhiri dengan 
tahapan yang ketiga yaitu tahap stabilisasi. Tahapan yang ketiga ini dimulai sejak 
April 1978 hingga Maret 1982, dengan sasaran utama pemantapan serta peningkatan 
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kemampuan dan keterampilan aparat pemerintahan daerah secara menyeluruh dan 
terpadu. Dengan demikian Pemerintah Daerah Timor Timur siap menyongsong 
tahapan pembangunan jangka pendek (1982-1984) serta Repelita IV, bersama dengan 
propinsi-propinsi lainnya di Indonesia. 
Upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia nyatanya 
memberikan hasil yang positif di masyarakat. Hal tesebut dapat dilahat salah satunya 
kesuksesan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia 
sukses meningkatkan jumlah Sekolah Dasar yang sebelumnya pada tahun 1974 hanya 
berjumlah 47 sekolah dengan 13.501 siswa menjadi 498 sekolah dengan 109.884 
murid pada tahun 1980-an. Selain itu juga pemerintah Indonesia telah berhasil 
membangun 71 SLTP, 24 SLTA, dan sebuah Universitas guna menunjang aspek 
pendidikan masyarakat Timor Timur .
6
 
Salah satu faktor yang turut mensukseskan pembangunan di daerah Timor Timur 
antara lain adalah kondisi keamanan masyarakat yang semakin mantap. Upaya 
menjaga keamanan di Timor Timur sendiri tidak hanya melibatkan ABRI namun juga 
melibatkan penduduk sipil yang tergabung dalam wadah Pertahanan Sipil (Hansip) 
yang turut serta berperan membantu tugas polisi dan ABRI dalam menjaga keamanan 
dan ketertiban masyarakat. 
Namun meskipun pembangunan di Timor Timur dapat dikatakan berjalan dengan 
lancar, bukan berarti pembangunan tidak menghadapi beragai hambatan.Salah satu 
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hambatan terbesar adalah perbedaan kecepatan pembangunan antara satu daerah 
dengan daerah lainnya di Timor Timur.
7
 Perbedaan kecepatan pembangunan ini 
sendiri kurang dimengerti oleh masyarakat umum di Timor Timur, bahkan bukan 
hanya masyarakat umum namun juga beberapa pejabat daerahnya belum paham 
mengapa perbedaan kecepatan tersebut dapat terjadi. Perbedaan ini juga mendorong 
terciptanya kesan terjadi ketidakadilan sosial dalam upaya pembangunan Timor 
Timur oleh pemerintah Indonesia.Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu 
untuk mendeskreditkan peran Pemerintah Indonesia, dan mendorong sikap anti 
Indonesia dalam upaya memecah belah masyarakat.
8
 
Selama melaksanakan pembangunan di Timor Timur Pemerintah Indonesia 
setidaknya telah berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Timor Timur. 
Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai upaya pembangunan baik berupa 
pembangunan fisik maupun non-fisik. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah 
Indonesia tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah dalam 
negerinya yang dalam hal ini mencakup masalah pembangunan daerah yang baru 
bergabung dengan Indonesia dan masih sangat memerlukan perhatian khusus dari 
Pemerintah Pusat.
9
 Disisi lain perjuangan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan 
masalah luar negeri yang muncul akibat keputusan pemerintah untuk mengamini 
integrasi Timor Timur terus diupayakan untuk diselesaikan oleh pemerintah. Oleh 
karena itu pemerintah mengerahkan segala upaya guna menyelesaikan masalah luar 
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negeri yang menyangkut tentang integrasi Timor Timur dengan mengeluarkan 
berbagai kebijakan luar negeri Indonesia yang dianggap mampu menyelesaikan 
permasalah Timor Timur di forum internasional. 
 
B.   Reaksi internasional terhadap integrasi Timor Timur ke Indonesia 
Bergabungnya Timor Timur ke Indonesia merupakan suatu momentum bagi 
kehidupan politik luar negeri Indonesia. Keputusan Pemerintah Indonesia untuk 
memasukkan Timor Timur menjadi provinsi ke-27 menghasilkan berbagai reaksi dari 
masyarakat internasional. Tentu saja reaksi masyarakat internasional terhadap sikap 
yang diambil oleh pemerintah Indonesia beragam, baik yang mendukung maupun 
yang tidak mendukung integrasi Timor Timur dengan Negara Kesatuan Repulik 
Indonesia. Perbedaan reaksi tersebut wajar adanya karena masing-masing negara 
memiliki pandangan terhadap sikap pemerintah Indonesia, dimana pandangan 
tersebut biasanya didasari atas kepentingan masing-masing pihak dalam masalah 
tersebut.
10
 
Dalam hal ini masalah Timor Timur membuat Indonesia secara tidak langsung 
bermasalah dengan Portugal yang merupakan negara yang berkuasa di Timor Timur 
sebelum akhirnya terjadi perang saudara di Timor Timur dan masyarakatnya 
memutuskan untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah 
dengan Portugal sendiri tidak dapat dikecilkan karena membawa nama baik Indonesia 
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di dunia internasional. Untuk memahami reaksi negara lain tentang masalah Timor 
Timur maka dibawah ini akan dibahas mengenai reaksi dari negara-negara 
internasional dalam masalah integrasi Timor Timur ke Indonesia.  
a. Reaksi Portugal 
Setelah berkuasa lebih dari empat abad di Timor Timur Pemerintah Portugal 
tentu saja tidak akan melepaskan begitu saja masalah integrasi Timor Timur ke 
Indonesia. Portugal yang pada tahun 1975 telah meninggalkan Timor Timur 
menunjukkan sikapnya yang merasa tidak puas dengan dekolonisasi Timor Timur. 
Hal tersebut dikarenakan menurut pemerintah Portugal pemerintah Indonesia telah 
melakukan intervensi ke Timor Timur karena turut campur dalam penyelesaian 
masalah yang ada di Timor Timur.
11
 Alasan tersebut menurut pemerintah Indonesia 
hanya melihat dari salah satu sisi saja dan mengabaikan sisi lain yang lebih penting, 
yaitu terjadinya perang saudara yang terjadi akibat dari ketidakmampuan pemerintah 
Portugal dalam menangani wilayah jajahannya.  
Perang saudara sendiri dapat dikatakan merupakan buah dari kegagalan 
pemerintah Portugal dalam melakukan dekolonisasi di Timor Timur. Hal tersebut 
dapat dibuktikan dengan permintaan campur tangan internasional dalam 
menyelesaikan masalah dalam negeri Timor Timur, ketika perang saudara baru saja 
dimulai.Namun fakta ini nyatanya tidak mendapatkan tanggapan dari negara-negara 
di dunia internasional yang dapat dikatakan menutup mata atas masalah perang 
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saudara yang terjadi di Timor Timur. Kondisi ini diperburuk dengan sikap tegas 
Portugal yang menyatakan tidak bertanggung jawab atas perang saudara yang 
menjadi awal mula peran Indonesia masuk ke wilayah Timor Timur. 
Tidak berhenti sampai disitu, pemeritah Portugal juga membahas keterlibatan 
sukarelawan Indonesia dalam pasukan gabungan UDT, Apodeti, KOTA dan 
Trabalhista pada perebutan kota Dili. Keterlibatan para relawan Indonesia ini ternyata 
menimbulkan kemarahan pihak Portugal. Selain itu penguasaan Kota Dili yang 
terjadi pada bulan Desember tahun 1975 dianggap sebagai invasi militer Indonesia di 
Timor Timur dan Indonesia dianggap telah menghentikan proses dekolonisasi.
12
 
Akibatnya pemerintah Portugal menempuh jalur internasional dan mendesak Dewan 
Keamanan PBB untuk membahas permasalah Timor Timur sebagai masalah yang 
mengganggu perdamaian dunia. Pada bulan Desember 1975 secara resmi pemerintah 
Portugal membawa masalah Timor Timur ke Dewan Keamanan PBB di New York, 
Amerika Serikat. 
Dalam mengangkat masalah Timor Timur ke forum Internasional pemerintah 
Portugal menyatakan Indonesia telah mengganggu proses dekolonisasi yang 
dijalankan oleh pemerintah Portugal. Selain itu pemerintah Portugal juga menuduh 
Indonesia telah melakukan invasi bersenjata terhadap kedaulatan negara lain (dalam 
hal ini Timor Timur) sehingga menimbulkan keadaan gawat di sana.
13
 Akibat dari 
tuduhan yang dilakukan oleh pemerintah Portugal kepada pemerintah Indonesia maka 
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Dewan Keamanan PBB pada tanggal 22 Desember 1975 mengeluarkan resolusi no. 
385 yang isinya adalah : 
a. Menyesalkan intervensi Angkatan Bersenjata Indonesia di Timor Timur dan 
mengecam pemerintah Portugal yang tidak dapat mempertanggungjawabkan 
situasi Timor Timur. 
b. Menyerukan agar Indonesia menari pasukannya dari Timor Timur. 
c. Meminta Sekertariat Jendral PBB segera mengirim utusan untuk meninjau situasi 
di Timor Timur. 
Menanggapi resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB tersebut, 
wakil Selandia Baru di PBB Neil Walter menyatakan bahwa resolusi tersebut tidak 
memberikan jawaban yang memuaskan dalam upaya mengatasi masalah di Timor 
Portugis. Selain itu resolusi tersebut dianggap berat sebelah dan hanya menitik 
beratkan pada aspek militer yang dibesar-besarkan dan tidak memusatkan perhatian 
pada cara bagaimana melaksanakan dekolonisasi di Timor Portugis.
14
 Namun 
meskipun mendapatkan kritikan dari beberapa pihak, resolusi PBB tetap dijalankan 
hingga mengirim beberapa orang delegasinya untuk melihat kondisi yang terjadi di 
lapangan. 
Disisi lain sejak tanggal 7 Desember 1975, pemerintah Portugal telah 
memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Pemutusan hubungan 
Indonesia Portugal nyatanya bukan merupakan yang pertama kali, sebelumnya pada 
tanggal 1 Januari 1965 Indonesia memutuskan hubungan hubungan diplomatik 
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dengan Portugal. Hal tersebut dikarenakan untuk menghindari kritik negara-negara 
anggota Greakan Non-Blok bahwa Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan 
salah satu negara penjajah.
15
Selain itu Portugal juga pernah dikecam oleh berbagai 
negara karena tidak mengindahkan resolusi yang telah dikeluarkan PBB tentang 
dekolonisasi bahkan menentang resolusi tersebut.
16
 
Integrasi Timor Timur dengan Indonesia sendiri dianggap tidak sah oleh 
pemerintah Portugal. Hal tersebut didasarkan atas asumsi pemerintah Portugal yang 
menyatakan bahwa integrasi tersebut merupakan sebuah hasil dari invasi pasukan 
Indonesia. Menurut pemerintah Portugal sikap Indonesia merupakan sebuah sikap 
yang dianggap merusak proses dekolonisasi yang dianggap wajar, sehingga 
menyebabkan kekacauan dan perang saudara yang menyebabkan 100.000 orang tidak 
bersalah terbunuh oleh pasukan Indonesia.
17
 
Permasalahan Timor Timur sendiri dinyatakan oleh pemerintah Portugal sebagai 
masalah dunia. Namun pada kenyataannya masalah Timor Timur sendiri tidak 
dianggap sebagai masalah Internasional oleh berbagai negara di dunia. Akibatnya 
banyak tanggapan yang muncul atas sikap pemerintah Portugal yang terkesan 
memaksakan masalah Timor Timur sebagai masalah dunia, salah satunya adalah 
kesan bahwa apa yang dilakukan pemerintah Portugal adalah usaha menghapus citra 
                                                          
15
 Profil Negara dan Kerjasama Portugal, Kemenlu.go.id (diakses pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul 
14.27 WIB) 
16
 The Jakarta Post, 16 Desember 1975. 
17
 James Dunn, “Timor : A People Betrayed” (The Jacaranda Press : Auckland, New Zealand, 1983) h. 
310. 
51 
 
buruk masa lalu Portugal di Timor Timur dengan berusaha mengalihkan perhatian 
internasional dari dirinya kepada Indonesia.
18
 
b. Reaksi Dunia Internasional 
Integrasi Timor Timur ke Indonesia nyatanya tidak hanya menyangkut 
masyarakat Timor Timur dan Indonesia saja, melainkan juga masyarakat 
internasional. Impian untuk melaksanakan perdamaian dunia nyatanya tidak dapat 
dengan mudah dilaksanakan seperti yang diinginkan. Hal tersebut dikarenakan 
meskipun semua negara mendukung tercapainya perdamaian dunia, namun setiap 
sikap dan langkah yang diambil oleh suatu negara haruslah berdasarkan banyak 
pertimbangan yang berdasarkan pada kepentingan masing-masing negara.Atas dasar 
perbedaan kepentingan tersebutlah maka lahirlah negara-negara yang pro dan kontra 
atas sikap Indonesia yang menjadikan Timor Timur menjadi provinsi ke-27. 
Beberapa negara yang menyatakan sikap mereka dengan menentang keras 
integrasi Timor Timur ke Indonesia antara lain adalah negara-negara yang baru 
merdeka dari Portugal di wilayah Afrika seperti; Mozambique dan Angola. Sikap 
negara-negara tersebut didasari oleh pengalaman dijajah oleh bangsa lain yang 
menjadi momok bagi bangsa-bangsa yang baru berdiri di Afrika ini. Oleh karena 
pengalaman pahit akan penjajahan tersebut maka sebagian besar negara-negara di 
Afrika tersebut menolak dengan tegas integrasi Timor Timur yang dianggap sama 
                                                          
18
 Nuno Rocha, “Timor Timur dan Kehormatan Bangsa Portugis” (Suara Pembaruan, Selasa 8 
September 1987) 
52 
 
saja dengan mematikan perjuangan bangsa Timor Timur yang menurut mereka ingin 
merdeka sebagaimana yang pernah mereka rasakan sebelum merdeka.
19
 
Sikap Amerika Serikat sebagai negara adidaya tentu sangat menarik untuk 
dibahas. Sikap pemerintah Amerika Serikat sendiri dapat dikatakan mendukung usaha 
Indonesia dalam menyelesaikan masalah integrasi Timor Timur.Sikap Amerika 
Serikat terhadap permasalah Timor Timur sendiri sebagian besar diambil atas dasar 
pertimbangan hubungan Amerika dan Indonesia.
20
 Sikap Amerika Serikat ini 
kemudian dapat dikatakan didasarkan atas kebutuhannya akan sumber daya alam 
mentah yang sangat diperlukan oleh Amerika Serikat.  
Selain itu hal pertimbangan lain yang digunakan oleh Amerika Serikat adalah 
kepentingan pemerintah Amerika yang perlu untuk menahan laju ideologi komunis 
untuk menguasai Timor Timur. Asumsi tersebut didukung dengan kondisi yang pada 
saat itu terjadi, yaitu dimana konstelasi politik internasional tengah berada didalam 
masa Perang Dingin. Terlebih atas apa yang terjadi pada Amerika Serikat yang kalah 
perang melawan pasukan militan di Vietnam yang hanya terdiri dari petani. 
Selanjutnya dilanjutkan dengan jatuhnya Kamboja dan Laos ke tangan komunis. 
Tidak hanya di Asia kemunduran pengaruh Amerika juga terjadi di luar Asia. 
Beberapa diantaranya adalah kalahnya konfrontasi Amerika Serikat dalam menghalau 
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komunisme di Angola, serta jatuhnya sekutu Amerika Serikat Raja Haile Selassie 
yang digulingkan kelompok radikal.
21
 
Konstelasi politik dunia yang tengah berada dalam perang dingin sendiri 
mendorong Pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung langkah intervensi 
Indonesia ke Timor Timur. Hal tersebut masuk akal karena pemerintah Amerika 
Serikat tentu tidak ingin Timor Timur yang pada saat perang saudara didominasi oleh 
Fretilin yang notabene berideologi komunis untuk berkuasa. Ketakutan ini semakin 
besar apabila Timor Timur berideologi komunis maka akan muncul efek domino di 
negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya yang akan beraliran sama. Jadi 
diantara banyaknya alasan kepentingan Amerika atas Indonesia, sikap Amerika yang 
mendukung intervensi Indonesia di Timor Timur sendiri tidak lain didasari oleh 
kepentingan Amerika untuk menghalau jatuhnya Timor Timur ke tangan komunis. 
Dukungan pemerintah Amerika Serikat sedikit banyak terlihat ketika Presiden 
Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger datang ke 
Indonesia pada tanggal 5-6 Desember 1975.
22
 Tak banyak yang dibicarakan di depan 
publik tentang pandangan Amerika Serikat terhadap wilayah koloni Portugis. Namun, 
hanya dalam waktu 24 jam setelah Presiden Ford dan Menlu Henry Kissinger lepas 
landas dari Jakarta, angkatan bersenjata Indonesia masuk dan melakukan invasi 
terhadap Timor Portugal. Selain daripada kedatangan Presiden dan Menteri Luar 
Negeri Amerika Serikat, pengiriman senjata yang terus dilakukan Amerika Serikat 
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selama invasi Indonesia ke Timor Portugal juga menjadi tanda bahwa Amerika 
Serikat telah menyetujui masuknya Indonesia ke Timor Timur.
23
 
Berkaitan dengan berkurangnya pengaruh Amerika Serikat di beberapa negara 
penghasil bahan mentah yang diperlukan Amerika, dan dengan ketidakpastian akan 
pasokan sumber energi yang terjadi pada pertengahan 1970-an nama Indonesia 
menjadi penting. Selain itu Indonesia juga dianggap menguasai jalur laut yang vital 
bagi Amerika Serikat. Atas dasar hal-hal tersebut pemerintah Amerika Serikat tidak 
menentang dengan keras intervensi Indonesia ke wilayah Timor Timur.Namun 
walaupun tidak menentang, pemerintah Amerika Serikat menyayangkan tindakan 
militer yang diambil pemerintah Indonesia yang menjatuhkan korban jiwa.  
Dukungan dari pemerintah Amerika Serikat sendiri sedikit banyak memberikan 
pengaruh dalam proses penyelesaian masalah Timor Timur. Sehingga mendorong 
beberapa negara lain turut mendukung sikap Indonesia. 
Pada akhirnya sikap Amerika Serikat terhadap masalah integrasi Timor Timur 
dengan Indonesia selama masa Perang Dingin adalah mendukung pemerintah 
Indonesia untuk berkuasa disana. Namun dengan catatan pemerintah Amerika Serikat 
menyayangkan dan menentang berbagai upaya militer yang menelan korban jiwa 
yang dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan perang saudara yang 
terjadi di Timor Timur. Menurut Amerika Serikat sendiri masalah Timor Timur 
adalah masalah bilateral antara pemerintah Portugal dan pemerintah Indonesia yang 
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sebaiknya diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa campur tangan pihak luar.
24
 
Sikap Amerika Serikat ini secara tidak langsung adalah upaya untuk menjaga 
hubungan baik dengan Indonesia, tanpa harus memihak salah satu pihak. Selain itu 
keputusan tersbeut juga sudah diamini oleh kongres Amerika Serikat yang pada 
dasarnya tidak mengetahui secara pasti apa yang tangah terjadi di Timor Timur. 
Sikap yang cukup membingungkan sendiri ditunjukkan oleh pemerintah 
Australia. Australia sebagai negara yang secara geografis terletak dengan Indonesia 
pada awalnya menunjukkan sikap tidak setuju atas integrasi Timor Timur ke 
Indonesia, serta menganggap bahwa syarat-syarat dekolonisasi yang telah dipenuhi 
oleh Indonesia tidak sah.
25
 Tidak hanya sikap tidak setuju, namun Australia juga 
memberikan kritik yang sangat tajam mengenai intervensi Indonesia dalam 
penyelesaian perang saudara yang terjadi di Timor Timur. Sikap keras pemerintah 
Australia dalam menentang terlibatnya Indonesia Di Timor Timur dapat dimaklumi. 
Hal tersebut dikarenakan kekecewaan pemerintah Australia terhadap tentara 
Indonesia yang terlibat dalam kasus berdarah yang terjadi pada tanggal 16 Oktober 
1975 saat perang saudara terjadi. Peristiwa yang terjadi pada 16 Oktober tersebut 
lebih dikenal dengan Peristiwa Balibo, dimana lima orang wartawan berkebangsaan 
Australia tewas tertembak. Namun sikap pemerintah Australia berubah pada tahun 
1985 ketika pemerintah Australia mengakui integrasi Timor Timur ke Indonesia baik 
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secara de facto maupun de jure.
26
 Meskipun sikap Australia dianggap plin-plan dalam 
menanggapi kasus Timor Timur, namun pengakuan dari pemerintah Australia sendiri 
memberikan angin segar bagi pemerintah Indonesia serta disambut baik oleh 
masyarakatnya. 
Sementara itu beberapa negara yang menyatakan setuju dengan sikap Indonesia 
yang melakukan integrasi dengan Timor Timur sendiri antara lain adalah : Malaysia, 
Arab Saudi, dan Philipina. Pandangan tersebut didasari atas kesadaran bahwa 
integrasi timor timur merupakan hal yang wajar dan merupakan kondisi yang objektif 
bagi masyarakat Timor Timur. Pemerintah Malaysia sendiri menyatakan bahwa 
rakyat Timor Timur telah melaksanakan hak-haknya untuk menentukan nasib sendiri 
dan bergabung dengan Indonesia secara sah melalui DPR-nya, sesuai dengan 
ketentuan piagam dan resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB. Selain itu sikap 
pemerintah Indonesia yang selalu memberikan informasi proses integrasi kepada 
PBB juga merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia sangat menghormati PBB.
27
 
Dari pembahasan yang telah dilakukan diatas maka dapat dikatakan sikap 
pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah Timor Timur bersifat defensif.
28
 
Sikap defensif ini menggambarkan sikap pemerintah Indonesia yang menyadari 
bahwa perlu untuk memberikan penjelasan kepada dunia internasional mengenai 
proses integrasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman 
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yang dapat terjadi atas negara-negara lain terhadap Indonesia, yang dianggap dapat 
merugikan Indonesia di kemudian hari. 
 
C. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam menghadapi masalah Timor 
Timor 
Masalah Integrasi Timor Timur adalah salah satu contoh masalah yang dihadapi 
oleh bangsa Indonesia yang pada saat itu merupakan negara yang masih muda. Dalam 
penyelesaiannya pemerintah Indonesia tidak hanya dihadapkan dengan pemerintah 
Portugal melainkan juga dunia internasional. Oleh karena itu setiap sikap dan 
tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia harus diperhitungkan secara 
matang. Sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia juga haruslah melihat 
perkembangan yang terjadi pada dunia Internasional. 
Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, Indonesia sendiri melaksanakan 
hubungan luar negerinya berdasarkan pada politik bebas aktif. Maksudnya disini 
adalah Indonesia bebas dan tidak memihak kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai 
dengan kepribadian bangsa. Serta berperan aktif dalam menjalankan kebijakan luar 
negerinya, dimana dalam hal ini Indonesia tidak pasif dalam menghadapi kejadian-
kejadian yang terjadi di dunia internasional. Dalam melaksanakan kebijakan luar 
negerinya, Indonesia juga terus melakukan berbagai upaya diplomasi dalam 
menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dalam konstelasi politik internasional. 
Seiring dengan berjalannya waktu kebijakan luar negeri Indonesia terus berubah, 
pada zaman Orde Lama dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno politik luar 
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negeri Indonesia cenderung lebih revolusioner. Namun dibawah kepemimpinan 
Presiden Soeharto kebijakan luar negeri Indonesia berubah menjadi lebih difokuskan 
untuk mencapai kompromi dan keuntungan politik melalui bantuan yang diperoleh 
dari luar negeri dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Indonesia.
29
 Dalam 
melakukan upaya penyelesaian masalah integrasi Timor Timur sendiri, Indonesia 
memilih melakukan diplomasi ke berbagai organisasi internasional seperti ; PBB 
(Perserikatan Bangsa Bangsa), forum Gerakan Negara-Negara Non-Blok, sampai 
Konferensi Tingkat Menteri di Delhi. 
a. Diplomasi dengan Portugal  
Permasalahan Timor Timur sudahmenyeret Indonesia untuk secara langsung 
berhadapan dengan Portugal yang merupakan negara yang lebih dulu berkuasa atas 
Timor Timur. Permasalah ini juga tidak dianggap enteng oleh pemerintah Portugal 
yang melaporkan Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB guna mencari dukungan 
untuk membuat Indonesia menarik pasukannya dari Timor Timur. 
Pada tahun 1983 PBB menunda pembahasan masalah Timor Timur, yang 
kemudian lebih disarankan untuk melaksanakan dialog antara Portugal dan Indonesia. 
Upaya ini diterima kedua belah pihak khususnya Indonesia yang berharap masalah ini 
segera selesai dan tidak lagi dipermasalahkan, karena Timor Timur sendiri juga telah 
secara sah masuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Dalam perundingan antara Portugal dan Indonesia PBB menjadi pihak ketiga 
yang menjembatani dialog antar kedua negara ini. Namun setelah diadakan beberapa 
kali dialog antar kedua negara namun hasil sepakat belum juga dapat tercapai. 
Perundingan bersifat alot karena disatu sisi Portugal masih merasa berkuasa atas 
Timor Timur, sementara di sisi lain Indonesia merasa bahwa semenjak terjadinya 
perang saudara pada tahun 1975 di Timor Timur, pemerintah Portugal sudah tidak 
lagi berkuasa atas daerah kekuasaannya tersebut.
30
 Argumen tersebut didasari atas 
dilakukannya proklamasi kemerdekan oleh partai-partai yang ada di Timor Timur, 
yang menandakan bahwa masyarakat Timor Timur tidak lagi mengakui pemerintahan 
Portugal di Timor Timur. 
Dalam menghadapi dialog tersebut Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar 
Negeri Muchtar Kusumaatmadja bersikap hati-hati karena pemerintah Portugal yang 
selalu berubah dalam setiap dialog. Namun hingga ahir pemerintah Portugal tetap 
bersikeras bahwa “integrasi” belum diakui secara internasional.Portugal berpegang 
teguh terhadap resolusi dari PBB yang masih mengakui bahwa Portugal merupakan 
penguasa atas Timor Timur, yang secara tegas ditolak oleh Indonesia. Dialog seperti 
ini terus terjadi hingga tahun 1992 dan tidak menghasilkan keputusan yang konkret. 
Masalah ini juga semakin sulit karena terpecahnya masyarakat menjadi beberapa 
suara, baik yang menginginkan integrasi dengan Indonesia, tetap berada dibawah 
kekuasaan Portugal, hingga yang ingin berdiri sebagai negara sendiri. 
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b. Diplomasi di PBB (masalah yang memberatkan selama diplomasi) 
Masalah Timor Timur sendiri merupakan suatu masalah yang cukup berat bagi 
bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan permasalah Timor Timur tidak hanya menjadi 
masalah dalam negeri Indonesia, melainkan juga sekaligus menjadi masalah luar 
negeri Indonesia. Dikarenakan atas masalah Timor Timur ini, pemerintah Indonesia 
harus secara berkelanjutan melaksanakan diplomasi kepada negara-negara lain 
khususnya PBB untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah ini sendiri secara 
resmi dibawa oleh Portugal kepada forum PBB pada Desember 1975 untuk diajukan 
sebagai masalah dekolonisasi dan internasional yang dapat mengancam perdamaian 
dunia. Pengajuan ini didasari atas tuntutan Portugal yang menyatakan Indonesia telah 
melakukan intervensi terhadap wilayah jajahannya yaitu Timor Timur. Namun 
menurut PBB masalah ini bukanlah merupakan masalah yang dapat mengancam 
perdamaian dunia, oleh karena itu penyelesaiannya akan dibantu oleh sekjen PBB.
31
 
Kemudian pada tanggal 12 Desember 1975 dikeluarkan Resolusi Majelis Umum 
PBB No. 3845, selanjutnya dilanjutkan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 
384 tanggal 22 Desember 1975. Resolusi tersebut menyatakan bahwa Indonesia telah 
melakukan intervensi terhadap proses dekolonisasi di Timor Timur dan sekaligus 
merebut wilayah tersebut dari penguasanya yang sah yaitu Portugal. Selain itu 
Indonesia juga dianggap tidak menghormati PBB karena tidak memperdulikan 
resolusi DK PBB yang menuntut penarikan pasukannya dari Timor Timur. Kemudian 
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Indonesia juga dianggap melakukan ekspansi dan hendak mendirikan kolonialisme 
bentuk baru di Timor Timur.
32
 
Sikap pemerintah Indonesia sendiri dalam menghadapi Resolusi ini dapat 
dikatakan sangat jauh dari kata setuju. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh 
Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menyatakan kekecewaannya terhadap 
Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. 
“Dunia boleh bilang semua, tapi yang masuk Timor Timur adalah Apodeti, 
bukan kita. Kita tidak menduduki wilayah orang lain, kok orang mau pulang ke 
rumahnya sendiri semua lalu pada rebut. Dulu waktu Fretilin di sana semua diam, 
begitu Apodeti masuk lalu adakan sidang. Kita heran.”33 
 
Sikap pemerintah Indonesia sendiri selalu menyanggah tuduhan yang dilancarkan 
berbagai pihak yang tidak mendukung integrasi Timor Timur denagan Indonesia, 
khususnya pemerintah Portugal yang tidak terima Timor Timur bergabung dengan 
Indonesia. Wakil Portugal untuk PBB Teles menyatakan agar Dewan Keamanan PBB 
mengutuk intervensi Indonesia yang penuh dengan kekerasan menuntut penarikan 
pasukan pendudukan dari wilayah Timor Timur. Selanjutnya Tales meminta kepada 
Dewan Keamanan PBB memberikan jaminan kepada penduduk Timor Timur untuk 
menentukan nasib sendiri. 
Dalam menanggapinya wakil Indonesia untuk PBB Anwar Sani menolak dengan 
tegas tuduhan agresi yang dilayangkan kepada Indonesia. Anwar Sani menyatakan 
bahwa yang dilakukan Indonesia adalah untuk menangani lima puluh ribu penduduk 
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Timor Timur yang akhirnya malah mengungsi ke Indonesia akibat kekacauan di 
Timor Timur. Menurutnya dalam kekacauan tersebut pemerintah Portugal seeakan 
cuci tangan atas kesalahannya sendiri sebagai penguasa di wilayah itu.
34
 
Menindak lanjuti resolusi MU-PBB No. 3485 (XXX).Dewan Keamanan PBB 
segera bersidang di Markas Besar PBB di New York Amerika Serikat. Sidang ini 
kemudian menghasilkan resolusi DK-PBB No. 384 tahu 1975 yang pada intinya 
menyatakan : 
1. Menyesalkan intervensi militer Indonesia ke Timor Timur. 
2. Menyesalkan pemerintah Portugal yang ternyata tidak melaksanakan tanggung 
jawab sebagai administering power di wilayah itu. 
3. Menyerukan penarikan mundur militer Indonesia. 
4. Meminta Sekjen PBB untuk segera meninjau situasi setempat, dan menghubungi 
pihak-pihak terkait. Berdasarkan DK-PBB ini maka Sekjen PBB menunjuk Mr. 
Vittorio Winspeare Gucciardi sebagai utusan khusus Sekjen PBB ke Timor 
Timur. 
5. Melakukan serangkaian pembicaraan dengan wakil tetap RI Ch. Anwar Sani dan 
wakil tetap Portugal Antonio da Costa Lobo di PBB. 
6. Melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Portugal E. Melo Antunas 
Vinor Crespo dan mantan Gubernur Portugal di Timor Timur, Lemos Pires.  
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Menghadapi resolusi tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik yang 
mendapatkan kesempatan berbicara di Dewan Keamanan PBB pada tanggal 21 April 
1976 menyatakan : 
“Dalam masalah Timor Timur Portugal telah mengambil sikap “berlagak suci” 
sebagai usaha menutupi peranan berdarahnya di bekas daerah jajahannya itu.Portugal 
berusaha menampilkan diri seolah-olah sebagai jagoan kemakmuran dan kejujuran, 
dan seakan-akan tidak mempunyai kesalahan besar dalam masalah Timor Timur. 
Sementara itu berusaha mencari “kambing hitam” dengan menyalahkan pihak lain. 
Sedangkan dibalik semua itu, Portugal justru yang memainkan peranan terjadinya 
tragedy yang menimpa rakyat Timor Timur.Portugal telah lupa atau pura-pura lopa 
telah meninggalkan Timor Timur dan tanggung jawab yang harus dipikulnya.Portugal 
tidak bida dimaafkan berkenaan dengan sikapnya yang membiarkan berkobarnya 
malapetaka di Timor Timur.”35 
 
Setelah resolusi tersebut baik pihak Indonesia dan pihak Portugas beserta dengan 
PBB terus melakukan berbagai upaya diplomasi guna menemukan titik terang dalam 
permasalahan Timor Timur. Sejak tahun 1975 hingga tahun 1983, Indonesia sangat 
kekurangan dukung dalam setiap agenda pembahasan yang dilakukan di forum PBB. 
Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia di forum PBB belum berhasil 
mengalahkan suara yang mendukung Portugal.
36
 Hal tersebut dapat terjadi karena 
masalah Timor Timur lebih menguntungkan bagi negara-negara pendukung tersebut 
jika tetap mendukung Portugal. 
Untuk itu Indonesia terus mengusahakan berbagai upaya untuk meraih simpati 
masyarakat internasional dalam masalah Timor Timur ini. Akhirnya untuk meraih 
dukungan masyarakat internasional, pemerintah Indonesia merubah system diplomasi 
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Indonesia yang sebelumnya bersifat defensive menjadi ofensif. Salah satu upaya yang 
dilakukan adalah dengan mengunjungi secara langsung negara-negara yang awalnya 
mendukung Portugal, untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya terjadi di 
Timor Timur.
37
 Upaya ini dilakukan dengan mengirimkan utusan-utusan khusus 
keluar negeri untuk meningkatkan upaya penerangan di luar negeri baik berupa 
tulisan-tulisan (bulletin, majalah, visual dan lain-lain). 
Selain mengirim utusan-utusan ke negara-negara lain untuk meraih dukungan 
dalam integrasi Timor Timur ke Indonesia, pemerintah Indonesia juga melakukan 
upaya dengan mendatangkan perwakilan dari negara-negara lain untuk melihat secara 
langsung apa yang terjadi di Timor Timur. Langkah yang diambil oleh pemerintah 
Indonesia ini nyatanya mendapat sambutan dari beberapa negara yang selama ini 
hanya mengetahui permasalahan Timor Timur di dalam forum PBB saja dan belum 
pernah melihat langsung keadaan di Timor Timur. Diantara wakil-wakil negara asing 
yang telah datang ke Timor Timur sampai antara lain; Menteri Luar Negeri Samoa 
Barat, Duta Besar Kanada, Selandia Baru, dan Inggris. Duta Besar Australia dan 
wakil Kedutaan Besar Amerika Serikat, serta masih banyak lagi.
38
 
Kampanye-kampanye diplomatik ini sendiri dilakukan oleh Departemen Luar 
Negeri untuk mengimbangi “kampanye” Portugal yang mencari dukungan ke berbgai 
negara Eropa Barat melalui Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Sementara itu 
sasaran kampanye diplomasi Indonesia tersebut adalah negara-negara Amerika Latin, 
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Afrika, Timur Tengah, dan Karibia. Upaya diplomasi lainnya yang dilakukan oleh 
Departemen Luar Negeri melalui utusan-utusannya diluar negeri antara lain 
mengadakan pendekatan ke negara-negara berkembang. Pendekatan ini dilakukan 
melalui kerjasama teknik dalam rangka program Technical Cooperation Among 
Developing Countries yang memberikan bantuan teknik di bidang pertanian, 
pariwisata, pendidikan dan lain-lain. 
39
 
Upaya ini membuahkan hasil pada pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB 
untuk resolusi No. 389 tanggal 22 April 1976. Indonesia berhasil memperbaiki posisi 
dengan hasil pemungutan 12 suara setuju 2 abstain dan 1 absen. Hasil pemungutan 
suara pada resolusi Dewan Keamanan PBB No. 384 (1975) adalah 15 suara setuju 
tanpa ada yang abstain.
40
 Demikian pula di Sidang Majelis Umum PBB.Hasil 
pemungutan suara tersebut menunjukkan bahwa sikap negara-negara lain kepada 
Indonesia dalam masalah Timor Timur mulai membuahkan hasil yang postif bagi 
pemerintah Indonesia. 
Namun pada tahun 1977 dan 1978 atas desakan Mozambique dan Guinea Bissau. 
Isi resolui PBB No. 32/34 tahun 1977 dan No. 33/39 tahun 1978 mempertegas 
kembali isi resolusi-resolusi MU PBB sebelumnya yang antara lain berisi penolakan 
integrasi Timor Timur dengan Republik Indonesia dan menyerukan kepada Indonesia 
dan Fretilin untuk memberikan kemudahan bagi masuknya Palang Merah 
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Internasional serta organisasi internasional lainnya di Timor Timur.
41
Berbanding 
terbalik dengan resolui tersebut, hasil pemungutan suara terhadap resolusi tersebut 
menghasilkan mayoritas suara menyetujui integrasi Timor Timur ke Indonesia. 
Dukungan tersebut datang dari beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, 
Paraguay, Honduras, Chile dan Kolombia.
42
 
Sidang PBB yang membahas tentang integrasi Timor Timur dilanjutkan dengan 
Sidang MU Tahun 1980-1981.Pada sidang ini negara-negara yang merupakan negara 
bekas jajahan Portugal menyatakan mendukung pembahasan permasalahan Timor 
Timur di Sidang PBB. Resolusi No. 35/27 tahun 1980 menyatakan bahwa dan No. 
36/50 tahun 1981 menegaskan perlunya suatu kesempatan bagi rakyat Timor Timur 
untuk menentukan nasibnya sendiri dan sekaligus mendesak semua pihak yang terkait 
untuk bekerjasama secara aktif dalam rangka melaksanakan resolusi MU PBB No. 
1514 (XV). Dalam pemungutan suara di sidang MU tahun 1981 itu, dukungan bagi 
Indonesia bertambah 7 suara yang didapat dari negara-negara Amerika Latin dan 
Arab. Sementara yang menentang antara lain adalah negara-negara Afrika, Brazil, 
Meksiko, Kuba, sementara negara-negara Eropa Barat tetap bersikap abstain.
43
 
Pada tahun 1982 Indonesia masih harus tetap mempertahankan posisinya di 
dalam sidang MU PBB ke 37 yang membahas integrasi Timor Timur ke Indonesia. 
dalam sidang MU PBB tahun 1982 dibahas mengenai resolusi No. 37/70 tahun 1982 
yang pada intinya menyerukan kepada Sekjen PBB untuk mengadakan konsultasi 
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bersama pihak-pihak yang terkait guna mencapai penyelesaian secara komprehensif. 
Pada tahun ini pemungutan suara menghasilkan perbedaan suara yang terkecil, yaitu 
perbedaan empat suara antara yang menentang dan yang mendukung dari hasil 
resolusi sebelumnya. Dalam hal ini Indonesia mendapat tambahan suara dukungan 
antaea lain dari negara Fiji, Kepulauan Solomon, Pakistan, Commoros, St. Vincent 
dan grenadines.  
Pada sidang MU PBB ke 37, Sekjen PBB yaitu Javier Peres da Cuellar 
menawarkan jasa-jasa baiknya (good office) untuk menyelesaikan masalah Timor 
Timur melalui perundingan bilateral Indonesia-Portugal dibawah naungan Sekjen 
PBB guna mencari cara-cara yang dapat diterima kedua belah pihak. Tawaran ini 
kemudian diterima oleh kedua negara yaitu Indonesia dan Portugal dan kemudian 
ditindak lanjuti dengan perundingan melalui kedua wakil tetap di PBB sehingga 
peneyelesaian masalah Timor Timur memasuki babak baru. 
Dari proses pembahasan integrasi Timor Timur ke Indonesia yang terjadi di 
tingkat internasional khususnya PBB, dapat dilihat sikap pemerintah Indonesa yaitu 
selalu menolak segala tuduhan yang ditujukan kepada Indonesia dan menegaskan 
bahwa justru Portugal lah pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab dalam 
terjadinya perang saudara yang terjadi antar rakyat Timor Timur pada tahun 
1975.
44
Upaya pemerintah Indonesia sendiri membuahkan hasil yang positif 
                                                          
44
 Ali Alatas, Op. Cit., h. 192. 
68 
 
dikarenakan secara bertahap dari tahun 1975 sampai tahun 1982, dukungan terhadap 
pemerintah Indonesia terus meningkat.
45
 
Jika dilihat dari hasil yang diperoleh Indonesia dalam pemungutan suara di 
peridangan MU PBB sejak tahun 1976 hingga 1982, perjuangan diplomasi Indonesia 
sendiri menunjukkan adanya kemajuan yang dicapai. Jika melihat kemajuan 
dukungan dari negara-negara internasional yang terus meningkat ini, bukan tidak 
mungkin Indonesia dapat mengalahkan Portugal dalam pemungutan suara di MU 
PBB. Sesuai Rule of Procedure mengenai pemungutan suara, untuk dapat 
mengalahkan Portugal Indonesia harus meraih 2/3 dukungan suara dari seluruh 
anggota MU PBB yang hadir dan memberikan suara. 
Walaupun mengalami kemajuan dalam meraih dukungan dunia internasional 
dalam menghadapi integrasi Timor Timur ke Indonesia, namun penundaan 
pembahasan tentang masalah Timor Timur nyatanya menjadi masalah tersendiri. 
Hingga tahun 1990 pembahasan tentang masalah Timor Timur ditunda. Pembahasan 
tentang masalah Timor Timur sendiri memang ditunda sejak 1983, karena menurut 
PBB Indonesia yang saat itu tengah melakukan dialog dengan Portugal akan dapat 
menyelesaikan masalahnya melalui dialog yang dilakukan diantara kedua belah pihak 
yang diseponsori oleh PBB (tripartite talks / dialog segi tiga). Oleh karena itu hingga 
tahun 1990 permasalahan Timor Timur di PBB sendiri terhenti dan tidak lagi 
berjalan.
46
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Jika melihat dari konteks politik yang terjadi pada masa itu, dimana terjadi 
perebutan kekuasaan antara dua negara adigdaya yaitu Amerika Serikat dan Uni 
Soviet, maka permasalahan Timor Timur dapat dilihat dari sudut pandang yang 
berbeda. Hingga tahun 1990 PBB seakan menggantung permasalah Timor Timur 
menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.Hal tersebut terlihat 
dari penundaan pembahasan Timor Timur di forum PBB. Meskipun hanya ditunda 
dan tidak sepenuhnya dihilangkan, yang berarti sewaktu waktu bisa saja pembahasan 
mengenai masalah Timor Timur akan kembali digelar di PBB, bagi Indonesia sendiri 
hal tersebut bukanlah hal yang baik. Hal tersebut dikarenakan permasalahan Timor 
Timur seakan-akan menjadi bom waktu yang bisa kapan saja meledak tanpa adanya 
upaya yang benar-benar serius dari PBB untuk menyelesaikannya.
47
 
Disisi lain sikap PBB yang tidak secara tegas memaksa Indonesia keluar dari 
Timor Timur menunjukkan sedikit banyak dukungan Amerika yang mendukung 
Indonesia untuk berkuasa disana. Hal tersebut beralasan karena Indonesia dibawah 
kepemimpinan presiden Soeharto yang anti komunis serta pro amerika, sama saja 
mengamankan wilayah Timor Timur dari pengaruh komunis yang disebarkan Uni 
Soviet. Dengan kata lain dengan mengizinkan Timor Timur bergabung dengan 
Indonesia, secara tidak langsung Amerika berhasil mem blok persebaran ideologi 
komunis ke wilayah Timor Timur. Hal tersebut kurang lebih menjelaskan alasan 
mengapa Amerika terlihat seperti membiarkan masalah ini berjalan berlarut-larut 
tanpa adanya kepastian yang jelas. Dalam hal ini pemerintah Amerika merasa 
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diuntungkan karena Timor Timur dapat dipastikan tidak akan menjadi ancaman baru 
bagi konstelasi politik di Asia Tenggara dengan terpengaruh komunisme seperti yang 
selalu ditakutkan Amerika Sertikat. 
c. Diplomasi di Organisasi Internasional 
Dalam melakukan upaya-upaya diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan 
integrasi Timor Timur, pemerintah Indonesia melakukannya secara aktif dengan 
berbagai. Salah satunya adalah dengan melakukan diplomasi di beberapa organisasi 
internasional yang diselenggarakan di berbagai kesempatan. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa integrasi Timor Timur Indonesia dimasa setelah integrasi masih saja menuai 
kritikan, walaupun tidak sedikit juga yang mendukungnya. Oleh karena itu 
pemerintah Indonesia menggunakan kesempatan ini, untuk menjelaskan apa yang 
sebenarnya terjadi dalam hal integrasi Timor Timur ke Indonesia. 
Di forum Gerakan Negara-Negara Non-Blok, masalah Timor Timur untuk 
pertama kalinya dipersoalkan dan dimasukkan dalam deklarasi akhir di konfrensi 
Tingkat Tinggi V di Sri Lanka.
48
 Atas dorongan beberapa negara bekas jajahan 
Portugal di Afrika, pada tanggal 16 sampai 19 Agustus tahun 1976 permasalahan 
Timor Timur mulai dimasukkan kedalam agenda.
49
 Kemudian pada tahun 1979 di 
KTT VI yang diselenggarakan di Havana Kuba, masalah Timor Timur dibahas 
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kembali, yang pada intinya mempersoalkan hak penentuan nasib sendiri rakyat 
Timor Timur.
50
 
Pada tahun 1981 Konfrensi Tingkat Menteri (KTM) di New Delhi juga tidak 
ketinggalan membahas integrasi Timor Timur ke Indonesia. Isu ini dikeluarkan dari 
Dokumen Non Blok yang dikukuhkan paa KTT ke VII tahun 1983 ditempat yang 
sama. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia masih dapat menggunakan cara lain 
untuk mencantumkan kembali paragraph mengenai Timor Timur dalam dokumen 
Non Blok. Pada KTM Non Blok di Luanda, Angola, tahun 1985 Mozambik berhasil  
memasukkan masalah Timor Timur dalam rancangan deklarasi. Rancangan deklarasi 
itu tidak memuat tentang hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya 
sendiri, namun hanya menekankan perlunya diikutsertakan wakil Timor Timur 
dalam proses dialog.
51
 Dengan bantuan dan dukungan negara-negara lain, paragraph 
tentang Timor Timur berhasil dikeluarkandari deklarasi Politik Konfrensi Tingkat 
Menteri GNB. 
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BAB IV 
DIPLOMASI INDONESIA TENTANG MASALAH TIMOR TIMUR 
SETELAH PERANG DINGIN BERAKHIR 1991 HINGGA REFERENDUM 
TAHUN 1999 
 
A. Peristiwa Santa Cruz dan Pandangan Internasional Terhadap Integrasi 
Timor Timur ke Indonesia 
Seperti yang sudah dibahas diatas bahwa perjalanan bangsa Indonesia dalam 
menghadapi permasalahan yang menyangkut masalah Timor Timur tidaklah mudah. 
Baik permasalahan di dalam negeri yang menyangkut langsung tentang masyarakat 
Timor Timur itu sendiri, maupun permasalahan yang menyangkut pandangan 
internasional terhadap setiap apa kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia. Salah 
satu permasalahan yang terjadi di Timor Timur dan mendapatkan perhatian yang 
sangat besar dari dunia internasional tidak lain adalah Peristiwa Santa Cruz atau yang 
secara resmi disebut oleh pemerintah Indonesia sebagai Insiden Dili.  
Peristiwa Santa Cruz atau Insiden Dili terjadi pada tanggal 12 November 1991 di 
Pemakaman Santa Cruz. Peristiwa ini bermula dengan diadakannya misa suci yang 
diselenggarakan di Gereja Motael untuk Sebastio Gomes Rangel. Sebastio Gomes 
adalah seorang pemuda Timor Timur yang tewas tertembak oleh milisi pro integrasi 
di Dili. Setelah dilaksanakan misa suci tersebut, sekelompok pemuda berjalan menuju 
73 
 
pemakaman Santa Cruz untuk menaburkan bungan di hari ke-14 tewasnya Sebastio 
Gomes.
1
 Ribuan orang yang hadir tersebut diindikasikan bukan merupakan sebuah 
upacara biasa, melainkan merupakan suatu upacara yang diorganisasikan secara 
politis. Dalam perjalanan menuju pemakaman Santa Cruz sendiri para rombongan 
mulai mengibarkan bendera-bendera Fretilin dan poster-poster Xanana serta 
membentangkan poster dan spanduk yang bertuliskan slogan seperti “Bebaskan 
Timor Timur”.2 
Setelah terjadinya pawai tersebut, berita mengenai apa yang terjadi 
sesungguhnya dalam peristiwa Santa Cruz menjadi simpang siur. Dari pihak 
pemerintah Indonesia yang dikeluarkan secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Ali 
Alatas, diberitahukan bahwa sejumlah demonstran berusaha menyerang seorang 
mayor ABRI hingga luka parah. Namun versi lain menyebutkan, bahwa rombongan 
pawai terpancing akibat aksi sejumlah ABRI yang berusaha merampas poster-poster 
dan bendera yang dibawa oleh para demonstran. Terlepas daripada perbedaan versi 
yang tersebar, yang jelas telah terjadi ketegangan antara kedua belah pihak yakni 
pihak ABRI dan pihak rombongan yang tengah mengikuti pawai tersebut. 
Dua puluh menit kemudian ketika prosesi tersebut tiba di pemakaman, disusul 
dengan barisan tentara yang datang dari berbagai arah.Kemudian terjadilah peristiwa 
penembakan yang menewaskan banyak nyawa dan merubah sebuah prosesi 
pemakaman menjadi tragedi berdarah yang memakan banyak nyawa. Selain dari pada 
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masyarakat Timor Timur yang mengikuti rombongan, pihak lain yang turut 
mengalami peristiwa tersebut antara lain tujuh orang asing yang tengah hadir di 
pemakaman tersebut. Antara lain seorang warga negara Selandia Baru terbunuh, dua 
orang wartawan Amerika terluka dan seorang fotografer berkebangsaan Inggris 
ditangkap, meskipun kemudian dilepaskan kembali.
3
 Orang-orang asing tersebutlah 
yang tidak lain merupakan saksi utama atas apa yang terjadi pada peristiwa Santa 
Cruz, atau yang lebih dikenal oleh pihak luar sebagai “Pembantaian Massal Dili”. 
Setelah terjadinya peristiwa tersebut baik pihak Pemerintah Indonesia maupun 
pihak Fretilin dan pendukungnya, masing-masing saling memberikan versi mereka 
sendiri dalam menggambarkan apa yang terjadi sesungguhnya dalam peristiwa Santa 
Cruz tersebut. Pihak Fretilin menyatakan bahwa pihak ABRI dengan sengaja 
menyusupkan agen provokator di dalam rombongan untuk mengadu domba rakyat 
Timor Timur. Sementara itu versi yang berbeda dikeluarkan oleh Pemerintah 
Indonesia yang menyatakan bahwa, unjuk rasa yang dilakukan pada 12 November 
1991 di Dili tersebut bukanlah  peristiwa yang berjalan damai, dan itu bukanlah 
sebuah prosesi yang tertib dan damai untu mengenang tewasnya Sebastio Gomes.
4
 
Menurut pihak pemerintah Indonesia, prosesi tersebut telah direncanakan dan 
merupakan provokasi yang disengaja. Hal tersebut tercermin dalam tindakan agresif 
yang ditunjukkan arak-arakan itu sepanjang perjalanan menuju Pemakaman Santa 
Cruz (mereka meneriakkan slogan-slogan anti-integrasi dan mencemooh serta 
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menghina tentara-tentara dam pasukan keamanan, mengibar-ngibarkan bendera dan 
lambang Fretilin).
5
 
 
B. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menghadapi Masalah 
Disintegrasi Timor Timur 
Seperti diketahui Insiden Dili atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Santa 
Cruz, menjadi salah satu titik penting dalam masa perjuangan Indonesia untuk tetap 
mempertahankan Timor Timur menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Peristiwa ini sendiri tidak hanya berdampak bagi kehidupan masyarakat 
Timor Timur dan pemerintah Indonesia sendiri, melainkan melibatkan dunia 
Internasional yang dengan keras mengecam terjadinya insiden tersebut. Fakta bahwa 
dalam insiden tersebut terdapat beberapa saksi mata yang notabennya merupakan 
wartawan luar negeri, turut mempengaruhi image pemerintah Indonesia khususnya 
ABRI dimata dunia internasonal. Bukan hanya para wartawan tersebut saja yang turut 
menjadi saksi terjadinya insiden tersebut, Mr. Peter H. Kooymans yang merupakan 
utusan dari sekjen PBB turut memberikan laporannya bahwa dalam insiden ini juga 
membuat Indonesia menderita.
6
 
Dalam menghadapi masalah yang serius ini pemerintah Indonesia melakukan 
yang tegas dan cepat, dengan membuat sebuah tim investigasi yang langsung 
dikirimkan pada 14 November 1991 atau tepatnya dua hari setelah insiden tersebut 
                                                          
5
 Ali Alatas, Op. Cit., h. 178. 
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terjadi. Tim investigasi ini mulai bekerja pada tanggal 21 November 1991 dengan 
mewawancarai seluruh masyarakat dan dengan melakukan investigasi forensik di 
tempat kejadian. Seluruh hasil penyelidikan kemudian dilaporkan kepada Presiden 
Soeharto di Jakarta dan Pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan hasil 
penyelidikan pada 13 April 1992.
7
 
Dalam menghadapi dampak dari insiden Dili ini, pemerintah melakukan berbagai 
upaya baik dari dalam negeri maupun keluar negeri.Salah satu upaya yang dilakukan 
Pemerintah Indonesia dalam menghadapi insiden ini adalah dengan meminta 
perwakilan Sekjen PBB untuk datang ke Jakarta dalam rangka menyampaikan 
klarifikasi atas peristiwa insiden Dili tersebut. Upaya pemerintah Indonesia ini 
disambut baik oleh Sekjen PBB yang mengirimkan utusannya yaitu Mr. Amos Wako 
pada 9 sampai 14 Februari 1992. Cepat dan tegasnya upaya pemerintah Indonesia 
dalam menghadapi masalah Insiden Dili ini nyatanya diapresiasi secara baik oleh 
beberapa negara barat serta komisi hak azazi manusia yang. 
Tidak dapat disangkal bahwa Insiden Dili atau peristiwa Santa Cruz ini 
merupakan sebuah titik yang memukul mundur berbagai upaya yang telah dilakukan 
pemerintah Indonesia, dalam penyelesaian masalah Timor Timur yang sudah terjadi 
sejak 1976. Meskipun upaya pemerintah Indonesia diapresiasi oleh sebagian pihak, 
namun tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan dunia internasional langsung 
berbalik arah. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan citra pemerintah Indonesia yang 
terbentuk akibat darpada berita yang menyebar dari para wartawan yang turut 
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menjadi saksi mata dalam terjadinya peristiwa tersebut.Sejak itu juga dukungan atas 
pemerintah Indonesia untuk memasukkan Timor Timur ke Indonesia semakin 
berkurang dan berangsur-angsur berubah menjadi mendukung kemerdekaan Timor 
Timur sebagai negara yang bebas.
8
 
Peristiwa Santa Cruz atau insiden Dili ini sendiri dapat dikatakan mengubah 
secata total arah diplomasi Indoensia dimana semua upaya dilakukan unutk menolak 
kecaman internasional dan memperbaiki rusaknya citra negara di luar negeri.
9
 Disisi 
lain, terjadinya Insiden Dili membuat baik pihak Indonesia dan Portugal kembali 
memulai lagi negosiasi bilateral antara kedua negara tersebut yang sempat terhenti 
pada 1983. Hal ini membuat Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri 
Joao Deus Pinheiro bertemu dengan Sekjen PBB di New York pada 26 September 
1992.
10
 Keduanya sepakat untuk memulai lagi pembicaraan dengan syarat bahwa hal 
ini didasarkan wewenang PBB sebagai mediator antara Portugal dan Indonesia serta 
bukan atas resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah ditolak Indonesia. 
Indonesia juga menolak upaya Portugal untuk mengubah cara dan kerangka dialog 
sebelumnya, yang meminta agar wakil-wakil Timor Timur diizinkan berpartisipasi 
dan adanya mediator selain Sejen PBB.
11
 
Semenjak saat itu berlangsunglah delapan kali pertemuan atau dialog segitiga 
(Tripatite Talks) yaitu ; Pertama, Dialog Segitiga babak pertama yang tejadi pada 
                                                          
8
 Ali Alatas, OpCit, h. 211. 
9
 Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Pelaksanaan 
Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Pemisahan Timor Timur, (Jakarta : Badan Penelitian dan 
Pengembangan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2000) h. 24.   
10
Ibid, h. 213. 
11
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tanggal 17 Januari 1992 di New York, Amerika Serikat. Pertemuan ini membahas 
sikap kedua negara yaitu Indonesia dan Portugal dalam menghadapi masalah integrasi 
Timor Timur dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri 
Luar Negeri Ali Alatas menyatakan, bahwa Indonesia tidak akan mengubah sikapnya 
terhadap Timor Timur. Bagi pemerintah Indonesia proses dekolonisasi sudah berakhir 
sejak 30 November 1975, ketika mayoritas masyarakat Timor Timur memilih untuk 
bergabung dengan Indonesia secara sukarela.
12
 Namun di pihak lain Portugal 
menginginkan proses dekolonisasi dilakukan dengan cara referendum. Pertemuan 
tersebut berlangsung cukup panjang, dan menghasilkan keputusan yang jelas, karena 
pihak Indonesia maupun pihak Portugal belum dapat menyatukan pemikiran dan 
mencari penyelesaian yang tepat tehadap masalah Timor Timur.
13
 
Kedua, Dialog Segitiga babak kedua dilakukan pada tanggal 21 April tahun 1993 
di New York dilaksanakan.Pada pertemuan kedua ini kembali diadakan Tripatite 
Talks atau Dialog Segi Tiga, yang membahas mengenai tahapan identifikasi 
permasalahan di Timor Timur.
14
 Dalam pertemuan ini kembali belum ada kata 
sepakat diantara Indonesia dan Portugal. Pertemuan kedua ini dibagi menjadi tiga 
tahapan yaitu ; pertemuan Sekjen PBB dengan Menteri Luar Negeri Ali Alatas, tahap 
kedua adalah pertemuan Sekjen PBB dengan Menteri Luar Negeri Portugal Joao 
Deus Pinheiro, dan tahap terakhir adalah pertemuan antara pihak Indonesia dengan 
pihak Portugal dibawah pengawasan Sekjen PBB. 
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 Ali Alatas, Op. Cit., h. 287. 
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 Tha Jakarta Post, 18 Januari 1992. 
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 Suara Pembaruan, 22 April 1993. 
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Ketiga, Dialog Segitiga babak ketiga yang kembali dilaksanakan di Markas Besar 
PBB di New York Amerika Serikat. Dialog ini dilaksanakan pada tanggal 17 
September tahun 1993, dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas, 
Menteri Luar Negeri Portugal Jaoa Deus Pinheiro, dan Sekertaris Jendral PBB yaitu 
Boutro Ghali. Dari pertemuan kali ini disepakati bahwa kedua pihak harus 
menciptakan suasanan yang saling menguntungkan dan tidak konfrontatif, demi 
tercapainya kemajuan bagi penyelesaian masalah yang menyeluruh.
15
 Selain itu 
keduanya juga menyetujui untuk menghormati hak-hak asasi manusia dam aspek 
yang luas, mencakup hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya serta kebebasan yang 
fundamental di Timor Timur. Selain itu dialog ini juga menggaris bawahi niat dari 
pihak PBB untuk menjalankan misi-misi yang dianggap bermanfaat untuk mencari 
titik temu sekaligus jalan keluar guna pemecahan masalah di Timor Timur. 
Keempat, Dialog Segitiga babak keempat dilaksanakan pada tanggal 6 Mei tahun 
1994. Sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan dialog segitiga sebelumnya di New 
York, maka pada dialog keempat ini akan dilaksanakan di Jenewa Swiss. Pada dialog 
kali ini disepakati bahwa para tahanan politik Timor Timur akan mendapatkan 
perlakuan manusiawi dan mengenai pembebasan tahanan-tahanan tersebut. Selain itu, 
kedua belah pihak menyetujui adanya penyelidikan kembali oleh pihak Indonesia 
terhadap korban-korban pada Insiden Dili 1991 (Peristiwa Santa Cruz).
16
 Kemudian 
kedua pihak yaitu Indonesia dan Portugal meminta kepada Sekjen PBB untuk 
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 Kompas, 19 September 1993. 
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 Ali Alatas, Op. Cit., h. 295. 
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mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di Timor Timur untuk dibahas pada 
dialog segitiga berikutnya, yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Januari 1995. 
Kelima, Dialog Segitiga babak kelima dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 1995 
dialog segitiga kembali diadakan di Jenewa Swiss. Pembicaraan ini lebih 
memusatkan pada usulan dari Sekjen PBB untuk memberikan kemudahan dan 
menawarkan peraturan-peraturan yang harus dilakukan bagi terselenggaranya dialog 
antara rakyat Timor Timur.
17
 Tujuan diselenggarakannya dialog ini sendiri adalah 
sebagai forum bagi kelanjutan pertukaran pandangan secara bebas dan informasl yang 
mungkin berdampak positif bagi Timor Timur.
18
 Kedua pihak dalam pertemuan ini 
juga sepakat untuk meningkatkan dialog kepada warga Timor Timur mengenai Hak 
Asasi Manusia, khsusnya sebagaimana dinyatakan Sekjen PBB dan disahkan secara 
konses sebagai keputusan dari UNHCR mengenai akses ke Timor Timur,  
pembebasan dini penduduk Timor Timur yang dipenjara, serta penghitungan ulang 
korban yang tewas maupun hilang pada insiden Dili 1991 oleh Pihak Indonesia.
19
 
Keenam, Dialog Segitiga babak keenam dilaksanakan pada 8 Juni 1995 di 
Jenewa Swiss.Dalam pertemuan kali ini keuda pihak membahas mengenai 
kesepakatan-kesepakatan yang penting dalam penyelesaian Timor Timur yaitu : 
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1. Kedua pihak membahas mengenai perkembangan di Timor Timur sejak 
diadakannya dialog kelima pada 9 Januati berakhir, termasuk mengenai hak-hak 
asasi manusia seperti yang telh disetujui pada sidang ke-51 UNHCR 
2. Kedua pihak menyambut baik penyelenggaraan pertemuan Informal antara oeang-
orang Timor Timur (AIETD) di Borgh Schlaining Schloss, Austria dari tanggal 2 
hingga 5 Juni 1995, yang telaksana atas prakarsa PBB. 
3. Kedua pihak menyambut baik ulasan Sekjen PBB mengenai perlunya diadakan 
kembali pertemuan AIETD. 
4. Kedua pihak telah memulai membahas mengenai maslaah Substansif yang 
diidentifikasikan oleh Sekjen PBB, antara lain mengenai landasan penyelesaian 
permasalahan di Timor Timur.  
5. Kedua pihak sepakat mengadakan dialog segita babak berikutnya yang akan 
diselenggarakan pada 16 Januari 1996 di London. 
 
Ketujuh, Dialog Segitiga babak ketujuh dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 
1996 di London, Inggris. Dalam dialog ini Indonesia menyatakan ada tiga masalah 
besar yang harus dibahas, yaitu mengenai kerangka kerja penyelesaian masalah 
Timor Timur yang dpat diterima oleh semua pihak, pemeliharaan dan pengembangan 
identitas kultural rakyat Timor Timur, serta kandungan kandungan hubungan bilateral 
Indonesia dan Portugal. Dipihak lain, Portugal menyatakan bahwa ia akan 
menekankan prinsip untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur, dan 
mengusulkan agar lingkup mereka yang terlibat diperluas, sehingga mencakup rakyat 
82 
 
Timor Timur sendiri. Dialog ini akhirnya menemukan jalan terang dalam 
menyelesaikan masalah Timor Timur.
20
 
Kedelapan, Dialog Segitiga babak kedelapan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 
1996 di Jenewa, Swiss. Meskipun baik pihak Indonesia maupun pihak Portugal telah 
menemukan titik terang dalam menyelesaikan masalah Timor Timur, keduanya 
sepakat untuk melaksanakan dialog segitiga kedelapan. Dalam dialog ini Menteri 
Luar Negeri Indonesia Ali Alatas menyatakan harapannya agar pemerintah Portugal 
mau menunjukkan kesungguhannya dalam menyelesaikan permasalahan di Timor 
Timur.
21
 Dialog kedelapan ini berakhir tanpa adanya kesimpulan sama sekali, karena 
kedua pihak tetap pada pendiriannya yang saling bertolak belakang.  
Meskipun pertemuan segitiga telah diadakan sejak tahun 1983, akan tetapi tidak 
terlihat hasil atau titik terang yang menunjukkan masalah Timor Timur akan segera 
berakhir. Hal ini disebabkan tidak adanya titik temu antara pihak Indonesia dan 
Portugal yang masing-masing terus mempertahankan prinsip dasarnya. Di satu sisi 
pihak Portugal terus menerus menuntut pelaksanaan act of self determination dengan 
melaksanakan referendum. Sementara disisi lain pihak Indonesia berpegang pada 
prinsip menolak diadakannya referendum karena secara prinsip rakyat Timor Timur 
dianggap telah menentukan nasibnya sendiri pada tahun 1976 dengan memilih 
bergabung dengan Indonesia.
22
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Disamping melaksanakan dialog segitiga antara pemerintah Indonesia, Portugal 
dan PBB, beberapa pertemuan informal antar masyarakat Timor Timur sendiri telah 
dilakukan. Pertemuan pertama merupakan pertemuan rekonsiliasi yang diadakan di 
London pada tanggal 14-17 Desember 1993.Pertemuan ini menghasilkan “Semangat 
London”, yaitu semangat kedua belah pihak yang bertikai untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan Timor Timur di semua bidang.
23
 Sebagai kelanjutan dari munculnya 
Semangat London, pertemuan rekonsiliasi kedua kemudian dilakukan pada tanggal 1 
Oktober 1994.Pertemuan ini menghasilkan deklarasi bersama yang ditandatangani 
oleh F. X. Lopez da Cruz dan Abilio Araujo. Isi deklarasi tersebut antara lainpertama, 
mengenai peran PBB dan rekonsiliasi. Kedua, mengenai pemerintah Portugal dan 
Indonesia.Ketiga, mengenai kerjasama di masa depan. Keempat, mengenai 
permintaan para pemimpin masyarakat Timor Timur yang berada di luar negeri 
kepada mitra mereka yang berada di Timor Timur untuk menyampaikan beberapa hal 
penting kepada pemerintah Republik Indonesia. Hal-hal pentingtersebut diantaranya 
adalah pembangunan sekolah-sekolah demi kelangsungan keberasaan budaya 
masyarakat Timor Timur.
24
 
Walaupun baik Indonesia dan Portugal tidak mencapai kata sepakat setelah 
melewati masa negosiasi yang alot dalam dialog segitiga, namun kedua belah pihak 
sepakat untuk melaksanakan AIETD (All Inclusive Intra East Timorese Dialog). 
Dialog ini dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 5 Juni 1995 di Burgschleining Schloss 
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Austria, untuk menindaklanjuti pernyataan Sekjen PBB di Jenewa pada 9 Januari 
1995. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh bagi rakyat Timor 
Timur, warga Indonesia dan tokog Timor Timur anti integrasi di perantauan. Tujuan 
dilaksanakannya AIETD adalah untuk menentukan usulan-usulan konkret yang 
mempunyai dampak positif pada dialog segitiga dalam penyelesaian pemasalahan 
Timor Timur. Pertemuan ini kemudian menghasilkan beberapa hal antara lain :
25
 
1. Mengusulkan kepada Sekjen PBB untuk melakukan dialog-dialog baru antara 
orang Timor Timur dalam kerangka yang sama seperti yang telah dilaksanakan 
untuk memperdebatkan masalah-masalah utama di Timor Timur sebelum 
diadakannya putaran perundungan antara menteri luar negeri Indonesia dengan 
Portugal. 
2. Menegaskan kembali perlunya pelaksanaan langkah-langkah penting di bidang 
Hak Asasi Manusia dan bidang-bidang lain dengan tujuan meningkatkan 
perdamaian, stabilitas, keadilan dan kerukunan sosial. 
3. Menegaskan kembali perlu adanya pembangunan sosial, dan budaya di Timor 
Timur sebagai dasar pemeliharaan identitas kultural rakyat Timor Timur. 
4. Menyatakan perlunya menciptaka landasan bagi keikutsertaan semua warga 
Timor Timur diseluruh lapirasan kehidupan dalam suasana saling pengertian, 
harmonis, dan toleransi. 
5. Menyatakan pentingnya pembicaraan-pembicaraan yang sedang berlangsung 
antara Portugal dan Indonesia dibawah naungan sekjen PBB untuk mendapatkan 
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hasil yang adil serta menyeluruh, dan dapat diterima oleh dunia internasional 
terhadap masalah Timor Timur. 
6. Mencatat penghargaan sepenuhnya terhadap konsultasi yang telah dilakukan 
PBB terhadap masyarakat Timor Timur dari berbagai pendapat dengan maksud 
untuk ikut serta secara bertahap dan dengan menjunjung tinggi Menteri Luar 
Negeri Indonesia dan Portugal atas kesediaannya melakukan dialog dengan 
tokoh-tokoh Timor Timur.
26
 
Hasil dari pertemuan AIETD tersebut nyatanya memberikan indikasi positif yang 
mendukung proses pembentukan Confidence Buiding Measures bagi proses Dialog 
Segitiga dalam ragka mencari solusi masalah Timor Timur.
27
 Menurut Menteri Luar 
Negeri Ali Alatas pertemuan informal AIETD itu sangat positif karena telah sesuai 
dengan rambu-rambu yang telah ditetukan dalam statement Sekjen PBB tanggal 9 
Januari 1995. Statement tersebut antara lain tidak membahas status politik Timor 
Timur serta tidak membicarakan mengenai penarikan pasukan, masalah otonomi dan 
lain-lain. Namun disisi lain menurut Dewan Pertimbangan Agung adanya pertemuan 
Tri-Patite dan AIETD nyatanya belum menunjukkan hasil substantifdari sikap 
Indonesia, yakni bahwa integrasi dan kedaulatan Indonesia atas Timor Timur adalah 
final.
28
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Setelah Peristiwa Santa Cruz, tidak dapat dipungkiri menjadi alasan dunia 
internasional menuntut diadakannya negosiasi langsung antara Indonesia dan 
Portugal untuk menyelesaikan masalah Timor Timur. Namun nyatanya dialog-dialog 
yang disponsori oleh Sekjen PBB tidak banyak memberikan hasil positif bagi 
penyelesaian masalah Timor Timur. Terjadinya Peristiwa Santa Cruz sendiri 
membuat citra Idonesia dimata dunia internasional terpuruk. Terlebih lagi ketika Jose 
Ramos Horta dan Uskup Dili Mr. Carlos Filipe Ximenes Belo atau yang lebih dikenal 
dengan uskup Belo, mendapatkan hadiah nobel perdamaian pada tanggal 10 
Desember 1996. Pemberian hadiah nobel ini menurut Ketua Komisi Nobel Norwegia, 
Francis Sejersted adalah untuk kembali menyemarakkan masalah Timor Timur yang 
hampir terlupakan.
29
 
Pada saat yang bersamaan, laporan-laporan dari LSM dan negara-negara Barat 
mengungkapkan berbagai pelanggaran HAM di Timor Timur. Laporan The State 
Department’s 1996 Human Rights Report umpanya, menyatakan telah terjadi 
extrajudicial killing dan penyimpangan lainnya terhadap hak asasi manusia di Timor 
Timur.
30
 Selain itu laporan Majelis Umum PBB mengenai HAM yaitu : “Since the 
annexation of the Territori in 1975, there have been repeated allegation extrajudicial 
killings in East Timor, the Special Rapportuer’s knowledge these allegation have 
never been properly investigates by the Goverment of Indonesia”.31 Secara jelas dari 
pernyataan tersebut tergambar kekecewaan Sekjen PBB atas sikap pemerintah 
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Indonesia yang dianggap tidak serius dalam menangani masalah pelanggaran HAM 
yang terus menerus terjadi di Timor Timur. 
Citra Indonesia yang terus memburuk ini tidak hanya mempersulit diplomasi 
yang diupayakan Indonesia di forum internasional, namun juga dijadikan alasan yang 
dipakai oleh negara-negara lain yang memiliki kepentingan di Timor Timur untuk 
secara terus-menerus memojokkan Indonesia dalam masalah HAM. Hal tersebut 
dikemukakan oleh Sabam Siagian yang mengatakan bahwa “Indonesia yang tengah 
mengalami krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik pasca lengsernya Presiden 
Soeharto membuat Australia mengmabil keuntungan dengan mendorong permasalah 
pelanggaran HAM untuk menjadi alasan kemerdekaan Timor Timur”.32 
 
C.  Lepasnya Timor Timur dan Referendum berdirinya Republik Demokratik 
Timor Leste 
Dalam perjuangan bangsa Indonesia menghadapi permasalah Timor Timur yang 
terus mengalami pasang surut, pemerintah Indonesia sampailah ke titik yang paling 
menentukan. Terjadinya dugaan atas pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah 
Indonesia selama berkuasa di Timor Timur, berbagai penolakan dari pemerintah 
Portugal dan negara-negara lain tentang masuknya Indonesia ke wilayah Timor 
Timur terus memberatkan upaya pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah 
Timor Timur ini. Kondisi tersebut diperburuk dengan terjadinya Insiden Dili atau 
yang lebih dikenal dengan peristiwa Santa Cruz yang terjadi pada tanggal 12 
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November 1991.Akibat dari peristiwa tersebut, citra pemerintah Indonesia dimata 
dunia internasional rusak dan berakibat pada turunnya dukungan terhadap pemerintah 
Indonesia untuk berkuasa di Timor Timur.
33
 
Titik lain yang penting dalam perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam 
memperjuangkan masalah Timor Timur adalah jatuhnya rezim Orde Baru yang 
ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 
1998.Setelah mendapatkan protes keras dari masyarakat Indonesia dan mahasiswa, 
Presiden Soeharto akhirnya turun dari pemerintahan dan digantikan oleh Wakil 
Presiden B.J. Habibie. Perubahan dalam pemerintahan Indonesia sendiri memberikan 
pengaruh yang begitu besar dalam upaya penyelesaian masalah Timor Timur yang 
telah berlarut-larut berlangsung selama kurang lebih 23 tahun lamanya. 
Pergantian presiden yang terjadi di Indonesia, dimana Presiden B.J. Habibie 
menggantikan Presiden Soeharto merupakan sebuah langkah baru yang terjadi dalam 
pemerintahan Indonesia.Presiden Habibie melaksanakan langkah-langkah reformasi 
dan menjadikan HAM sebagai prioritas pemerintah. Disisi lain dialog segitiga yang 
dilakukan antara Indonesia, Portugal dan PBB berakhir dengan kegagalan karena 
kedua pihak tetap berpegang teguh pada prinsipnya masing-masing. Sementara itu isu 
pelanggaran HAM yang terus menyebar di dunia internasional semenjak Peristiwa 
Santa Cruz, membuat permasalahan Timor Timur tetap menjadi bahsan dalam 
pertemuan-pertemuan PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia. 
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Dalam menghadapi hal itu pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Habibie 
mengeluarkan sebuah opsi yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah Timor 
Timur. Pada bulan Juni 1998 Presiden RI B.J. Habibie menyatakan bahwa pemerintah 
Indonesia bersedia untuk memberikan suatu “Status Khusus dengan Otonomi Luas” 
sebagai formula untuk mencapai penyelesaian politik masalah Timor Timur yang 
adil, menyeluruh, dan dapat diterima secara internasional.
34
 Opsi ini sendiri 
merupakan kebijakan baru yang diusulkan oleh Rakor Polkam tingakat Menteri 
tentang Timor Timur, yaitu untuk memberikan status khusus dengan otonomi luas 
kepada Timor Timur sebagai usul bentuk penyelesaian akhir, yang adil, menyeluruh 
dan dapat diterima secara internasional. Usulan ini kemudian diterima oleh Portugal 
dan untuk menindaklanjuti hal ini, Presiden mengutus Menteri Luar Negeri Indonesia 
Ali Alatas untuk menyampaikan usulan Indonesia ini kepada Sekjen PBB di New 
York pada tanggal 18 Juni 1998. Sekjen PBB di New York menyambut baik 
perkembangan ini dan kemudian mengirim utusan pribadinya untuk masalah Timor 
Timur, yaitu Duta Besar Jamsheed Marker untuk melakukan konsultasi ke Portugal 
dan Indonesia. 
Opsi yang diberikan pemerintah Indonesia ini nyatanya mendapatkan sambutan 
baik dari berbagai negara. Duta Besar Jamsheed Marker kemudian diminta oleh 
Sekjen PBB untuk mengadakan dialog segitiga, pertama pada tingkat Pejabat Tinggi 
SOM (Senior Official Meeting), kemudian pada tingkat menteri luar negeri di New 
                                                          
34
 Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Op. Cit., h. 28.  
90 
 
York pada tanggal 4 dan 5 Agustus 1998.
35
 Pada pertemuan tersebut dicapai 
kesepakatan bahwa kedua belah pihak pada tingkat pejabat tinggi akan membahas 
dan menjabarkan lebih lanjut usulan otonomi itu adalah penyelesaian akhir yang 
untuk sementara dikesampingkan sampai suatu paket otonomi dapat dirampungkan. 
Selain itu disetujui pula bahwa dalam proses ini Sekjen PBB melalui Jamsheed 
Marker dan stafnya akan meningkatkan konsultasinya dengan berbagai tokoh 
masyarakat Timor Timur, baik yang ada di Timor Timur sendiri maupun yang berada 
di luar negeri. Tujuannya adalah untuk menyampaikan perkembangan perundingan; 
serta untuk menyerap masukan-masukan dari mereka untuk dipertimbangkan dalam 
persiapan rancangan naskah persetujuan tentang rencana otonomi luas pada 
pertemuan dialog segitiga itu. 
Sebagaimana otonomi yang diterapkan di berbagai negara lain, wewenang 
Pemerintah Daerah Timor Timur akan mengatur berbagai aspek kehidupan kecuali; 
aspek pertahanan, politik luar negeri, moneter dan fiscal. Wewenang pemerintah 
otonomi Timor Timur ini secara kualitatif berbeda, dan jauh lebih luas dari kebebasan 
yang dimiliki pemerintahan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini mengingat 
Timor Timur mempunyai kekhususan sejarah dan sosial budaya, sehingga 
memerlukan pengaturan yang sifatnya khusus pula.
36
 
Dalam usaha untuk merancang otonomi dan mencapai persetujuan akhir, sejak 
bulan Agustus 1998, pejabat tinggi Indonesia dan Portugal telah bertemu di New 
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York. Sementara itu Sekjen PBB hampir setiap dua bulan sekali mengirim urusannya 
ke Jakarta dan Timor Timur untuk mengadakan konsultasi intensif dengan berbagai 
pihak. Sementara itu, sejak awal tahun 1999 dua diplomat Indonesia mulai 
ditempatkan di Lisabon untuk membentuk Interest Section RI di Lisabon, dan 
sebaliknya 3 diplomat Portugal telah ditempatkan di Jakarta.  
Sementara itu di dalam pemerintahan Indonesia sendiri terdapat banyak masalah 
yang harus dihadapi di dalam negeri. Krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia pada 
masa pemerintahan Presiden Soeharto merupakan pekerjaan rumah yang sangat 
krusial untuk diselesaikan oleh Presiden Habibie. Krisis sendiri mencakup banyak hal 
pertama, krisis ekonomi yang dilanda bangsa Indonesia merupakan masalah penting 
yang harus segera diselesaikan. Krisis ekonomi ini ditandai dengan banyaknya 
perusahaan yang tutup karena hutang-hutang mereka dalam mata uang dollar yang 
menunjukkan titik penyelesaian yang jelas. Kedua, krisis sosial dimana jumlah 
golongan miskin terus mengalami kenaikan yang semakin mengkhawatirkan.Belum 
lagi dengan masalah pengangguran yang terus meningkat jumlahnya akibat dari krisis 
ekonomi.
37
 Ketiga, krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Habibie yang 
dianggap perpanjangan tangan dari rezim Soeharto. Keempat, krisis TNI dimana 
masyarakat tidak lagi mempercayai TNI akibat penyalahgunaan fungsi TNI selama 
masa Orde Baru. Kelima, krisis keadilan dimana banyak aparat pemerintahan yang 
banyak melakukan penyimpangan.
38
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Jika dilihat dari krisis yang terjadi di atas, maka dapat dilihat bahwa 
permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia sangatlah banyak. Krisis yang 
muncul sebagai hasil dari penyimpangan selama kepemimpinan Presiden Soeharto 
nyatanya banyak menimbulkan masalah di kemudian hari. Semua permasalahan 
tersebut tidak lain harus segera diselesaikan guna kemakmuran masyarakat.
39
 Untuk 
menyelesaikan berbagai masalah tersebut, pemerintah Presiden Habibie memutuskan 
untuk segera mencari jalan keluaranya. Salah satunya adalah jalan keluar untuk 
penyelesaian integrasi Timor Timur ke Indonesia yang terus menerus 
dipermasalahkan oleh negara–negara internasional. 
Diluar dari krisis yang terjadi di Indonesia, adanya surat yang dikirimkan oleh 
Perdana Menteri Australia nyatanya juga mempengaruhi sikap yang diambil oleh 
Presiden Habibie tersebut. Surat yang isinya dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri 
Australia Alexander Downer yang menyatakan bahwa kondisi Indonesia yang tengah 
mengalami krisis semakin dipersulit dengan adanya tekanan dari dunia 
internasional.
40
 Maksudnya disini adalah, kecaman yang muncul dari berbagai negara 
ditambah dengan terpuruknya citra Indonesia dimata dunia internasional akan 
mempersulit Indonesia dalam mendapatkan bantuan untuk bangkit dari krisis yang 
dialaminya. Oleh karena itu tercetuslah pemikiran untuk mengembalikan 
penyelesaian masalah Timor Timur tersebut kembali kepada rakyat Timor Timur. 
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Berawal dari suatu disposisi Presiden Habibie dan setelah dibahas dan dikaji 
secara seksama di dalam rapat koordinasi Polkam pada Tingkat Menteri, sidang 
Kabinet Paripurna bidang Polkam pada tanggal 27 Januari 1999 memutuskan, apabila 
usul penyelesaian yang sedang dirundingkan dengan sekjen PBB, Portugal serta terus 
dikonsultasikan dengan pihak Timor Timur sendiri ituternyata di Tolak maka RI 
mengembalikan penyelesaian masalah Timor Timur kepada rakyat Indonesia yakni 
dengan mengusulkan kepada Sidang Umum MPR yang dijadwalkan bersidang pada 
tanggal 29 Agustus 1999 agar Timor Timur dapat berpidah dengan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia secara terhormat.
41
 
Setelah melalui banyak pertimbangan dan kunjungan  ke berbagai negara yang 
berhubungan dengan integrasi Timor Timur ke Indonesia, Presiden Habibie akhirnya 
menentukan sikapnya. Dibawah pemerintahan Presiden Habibie dan Mentri Luar 
Negeri Ali Alatas, dilakukanlah pemberian dua opsi kepada masyarakat Timor Timur 
pada tanggal 27 Januari 1999.Dua opsi tersebut adalah; yang pertama, pemberian 
status khusus dengan otonomi luas sebagai penyelesaian akhir persoalan Timor 
Timur. Kedua, jika status khusus dengan otonomi luas ditolak oleh masyarakat Timor 
Timur, maka pemerintah Indonesia akan meminta para wakil rakyat hasil pemilu 
1999 untuk mempertimbangkan kemungkinan pelepasan Timor Timur melalui Sidang 
Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999. 
Dua opsi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia diatas, tidak lain  
dilakukan untuk segera menyudahi permasalahan di Timor Timur yang tidak kunjung 
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menemukan titik terang. Bila dicermati keputusan untuk memberikan opsi kedua oleh 
pemerintahan Presiden Habibie dipengaruhi oleh lingkungan eksternal pasca Perang 
Dingin yang diwarnai oleh isu-isu non konvensional seperti HAM, good governance, 
lingkungan hidup, dll.
42
 Opsi kedua yang ditawarkan pemerintah Habibie tersebut 
harus diakui merupakan kebijakan yang tidak terduga dan cukup mengejutkan, baik 
bagi masyarakat domestik maupun internasional.
43
 Wewenang Presiden Habibie 
dalam pembuatan keputusan luar negeri ini juga dianggap telah melangkahi prorses 
yang sedang dilaksanakan oleh para perunding wakil Indonesia yang berada di New 
York dimana sementara para perunding masih berjuang di New York dan hasilnya 
diharapkan positif, namun Predisen Habibie telah membuat keputusan tanpa 
konsultasi terlebih dahulu dengan delegasi RI di New York.  
Dalam hal ini proposal baru yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia 
menghasilkan respon yang beragam bagi seluruh masyarakat bukan hanya di 
Indonesia melainkan dunia Internasional. Di dalam negeri sendiri kekecewaan datang 
dari berbagai pihak, baik yang duduk di pemerintahan maupun masyarakat umum. 
Dari sudut pandang Indonesia sendiri, pemberian opsi kedua ini dapat dikatakan 
diambil dengan terburu-buru. Keputusan Presiden Habibie ini dipandang terlalu 
emosional, seperti yang dikemukakan oleh Duta Besar RI di Australia Sabam 
Siagian. 
“Kekeliruan fatal yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Habibie dalam 
menangani perkembangan sekitar masalah Timor Timur adalah meremehkan investas 
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prestise dan emosi yang sudah lama tertanam di Timor Timur. Maksudnya sejak 
tahun 1975 Indonesia telah mengalokasikan usaha dan perhatian yang begitu besar 
dan melibatkan berpuluh ribu pejabat dan petugas sipil dan militer yang bertugas di 
Timor Timur. Memperhatikan realita itu maka setiap keputusan prinsipil yang 
diambil tentang Timor Timur harus ditangani secara bijak, hati-hati, dan berdasarkan 
suatu jadwal pelaksanaan yang bertahap. Suatu kebijakan yang terburu-buru pasti 
menimbulkan reaksi yang sangat merusak.”44 
 
Masyarakat yang menentang keputusan Presiden Habibie diantaranya adalah 
kelompok yang mendukung integrasi, yang telah merasa bahwa masalah integrasi 
Timor Timur telah lama selesai. Salah satu tokoh yang dengan keras menentang 
keluarnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Deklator 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid dan Ketua Umum Partai 
Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputeri.
45
 
Sementara itu menurut Menteri Luar Negeri Ali Alatas keputusan untuk 
memberikn opsi kedua atau alternative penyelesaian kedua itu tidak dilakukan secara 
impulsif, tetapi melalui rapat Koordinasi Politik dan Keamanan dahulu, kemudian 
melalui Sidang Kabinet dan keputusan kabiner pun dirumuskan secara hati-hati, dan 
terakhir ditentukan oleh mayoritas suara rakyat Timor Timur apabila menolah 
otonomi yang diperluas dan menghendaki berpisah dengan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, tetapi hal itu akan diserahkan kepada rakyat Indonesia melalui 
MPR hasil pemilu.
46
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Disisi lain dunia internasional yaitu Portugal, PBB, dan berbagai negara Barat 
lainnya menyambut baik gagasan Presiden Habibie tersebut. Hal ini semakin 
didukung oleh negara-negara yang sebelumnya mendukung aneksasi Indonesia 
dengan Timor Timur saat masa Perang Dingin terjadi. Beberapa negara tersebut 
antara lain Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Secara resmi mereka menyambut 
gembira atas kebijakan terbaru pemerintah Indonesia mengenai penyelesaian kasus 
Timor Timur.
47
 
Sementara itu di masyarakat Timor Timur sendiri, dua opsi yang diberikan oleh 
pemerintahan Habibie disambut secara antusias khususnya oleh kelompok yang pro 
kemerdekaan dan sudah lama ingin menjadikan Timor Timur sebagai negara merdeka 
sendiri. Kelompok yang biasa disebut dengan kelompok prokemerdekaan atau “anti-
integrasi” ini melihat, bahwa opsi ini memberikan peluang bagi masyarakat Timor 
Timur untuk menemukan kemerdekaannya.
48
 
Sementara itu permasalahan dua opsi yang diberikan pemerintah pada rakyat 
Timor Timur ini tidak hanya mempertajam konflik yang terjadi antara kelompok pro 
integrasi dengan pro kemerdekaan saja. Masalah lain yang terjadi adalah masalah 
ketika para pendatang dari Indonesia yang sudah tinggal bertahun-tahun di Timor 
Timur memutuskan untuk berbondong-bondong keluar dari Timor Timur guna 
mencari keselamatan. Eksodus besar-besaran tersebut terjadi pada tanggal 8-10 Maret 
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1999 dikarenakan ketakutan masyarakat pendatang yang semakin khawatir dengan 
masa depan mereka jika masih berada di tanah konflik tersebut. 
Sementara itu Menteri Luar Negeri Ali Alatas pada tanggal 10 dan 11 Maret 
1999 bertemu dengan Sekjen PBB DI New York. Menteri Luar Negeri tersebut 
menyatakan bahwa pemerintah Indonesia bersedia untuk membantu Timor Timur 
untuk melakukan referendum. Namun dengan catatan bahwa melakukan referendum 
tidak akan mudah, hal tersebut dikarenakan konflik yang terus berlanjut di dalam 
Timor Timur sendiri.
49
 Konflik sendiri terjadi akibat dari bentrokan antara dua pihak 
yang pro dengan kemerdekaan dan pro integrasi. 
Seiring dengan berjalannya berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia 
dalam menyelesaikan permasalah di Timor Timur, berbagai hal terus terjadi di dalam 
tanah Timor Timur. Salah satunya adalah terjadinya pembantaian di rumah seorang 
aktifis pro-kemerdekaan Manuel Viegas Carrascalao. Rumah Manuel Carrascalao 
diserang oleh kelompok pro Indonesia yang dipimpin oleh Eurico Guterres. 
Meskipun ketegangan sempat memuncak diantara kedua belah pihak, namun 
keduanya akhirnya melaksanakan penandatanganan perdamaian di kediaman Uskup 
Dili Carlos Filipe Ximenes Belo. Perjanjian ini tidak hanya dihadiri kedua pihak saja 
namun juga dihadiri menhankam TNI Jendral Wiranto dan Wakil Ketua Komnas 
HAM Djoko Soegianto. 
Sementara itu dalam menghadapi permasalahan dengan negara-negara luar, 
Presiden Habibie melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Australia yaitu John 
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Howard pada tanggal 27 April 1999 di Bali. Dalam pertemuannya, Presiden Habibie 
membahas lebih dalam tentang masalah Timor Timur dengan Perdana Menteri 
Australia John Howard secara lebih mendalam. Pertemuan ini menghasilkan beberapa 
kesepakatan yang antara lain; Australia bersedia menyumbangkan dana sebesar 20 
juta dollar Australia apabila pelaksanaan jajak pendapat benar terlaksana, polisi 
Australia akan berpartisipasi dalam misi PBB yang akan dikirim ke Timor Timur, dan 
dengan persetujuan pemerintah Indonesia Australia akan kembali membuka kembali 
konsulatnya di Timor Timur.
50
 Dalam hal ini sikap Australia yang mendukung 
kemerdekaan Timor Timur sebagai sebuah negara sendiri perlu diperhatikan. Karena 
perubahan sikap Australia yang pada masa Perang Dingin mendukung Indonesia 
untuk menerima Timor Timur sebagai bagian dari Republik Indonesia berubah 
setelah Perang Dingin berakhir. Jika dilihat perubahan sikap Australia sedikit banyak 
didorong oleh adanya kepentingan ekonomi, dimana Timor Timur memiliki celah 
timor yang kaya akan minyak dan bahan tambang lainnya.  
Sebagai upaya realisasi pernyataan Presiden Habibie, Menteri Luar Negeri Ali 
Alatas berangkat ke Markas Besar PBB di New York untuk menemui Menteri Luar 
Negeri Portugal dan Sekjen PBB pada 5 Mei 1999. Menlu Ali Alatas dan Menlu 
Portugal Jaime Gama, bersama Sekjen PBB KofiAnnan menandatangani kesepakatan 
pelaksanaan penentuan pendapat, yang akan dilakukan padatanggal 8 Agustus 1999 
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di Timor Timur.
51
 Indonesia tetapbertanggung jawab pada keamanan pelaksanaan 
jajak pendapat tersebut. Hal tersebut tertuangdalam dua kesepakatan: 
a. Kesepakatan tentang modalitas pelaksaan penentuan pendapat via jajakpendapat. 
b. Kesepakatan tentang Polri sebagai penanggung jawab keamananan. Hasil dari 
pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa, penentuan pendapat tersebut 
dijadwalkan akan terjadi pada tanggal 8 Agustus 1999.  
 
Dengan ini secara resmi dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia tetap 
bertanggung jawab dalam keamanan penyelenggaraan penentuan pendapat tersebut. 
Kemudian pada tanggal 11 Juni sebuah lembaga keamanan yang bertujuan untuk 
menjaga perdamaian dunia dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Lembaga 
keamanan tersebut bernama UNAMET (United Nations Mission in East Timor). 
Kantor UNAMET resmi membuka kantor di Dili guna mempersiapkan proses 
penentuan pendapat masyarakat Timor Timur.
52
 Untuk menjaga keamanan di Timor 
Timur, diadakanlah pertemuan antara dua kelompok yang sebelumnya berkonflik 
yaitu kelompok pro-kemerdekaan dan kelompok pro-integrasi. Hasil dari pertemuan 
keduanya menghasilkan kesepakatan untuk menyerahkan senjata masing-masing 
kepada UNAMET atau Pemerintah Indonesia. Upaya tesebut dilakukan untuk 
menjaga perdamaian dan keamanan selama proses jajak pendapat yang akan 
dilakukan pada tanggal 8 Agustus.  
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Kemudian untuk memperlancar jalannya jajak pendapat pemerintah Indonesia 
membentuk Satgas P3TT yang didasarkan pada Inpres No.5/1999 tentang Langkah 
Pemantapan Persetujuan RI-Portugal. Satgas ini sendiri diketuai oleh Tarmidzi 
dengan kekretaris atau koordinator Sudjadnan Parnohadiningrat dan penasihat 
keamanan Mayjen Zacky Anwar Makarim. Akhirnya pada 3 Juni 1999 
dilaksanakanlah peresmian misi PBB di Timor Timur (UNAMET) dengan Ketua Ian 
Martin, di diwarnai kerusuhan. 
Setelah puluhan tahun bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
akhirnya melalui bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Referendum kemerdekaan 
Timor Timur diadakan. Tepat pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur 
melaksanakan jajak pendapat yang berlangsung secara relatif aman dan diikuti oleh 
hampir seluruh warga di Timor Timur. Namun kondisi kembali memanas keesokan 
harinya sehingga membuat kondisi kota Dili semakin mencekam.  
Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang ketika pada tanggal 3 September 
Sekjen PBB menyampilkan hasil jajak pendapat kepada Dewan Keamanan PBB. 
Hasilnya 344.580 orang penduduk Timor Timur atau (78,5%) menolak opsi otonomi 
yang diberikan oleh Presiden Habibie. Sementara itu hanya 94. 388 (21,5%) orang 
Timor Timur yang menerima opsi kedua untuk menerima otonomi.
53
 Walaupun hasil 
dari jajak pendapat yang dilakukan pada 21 Agustus 1999 nyatanya tidak 
menghasilkan hasil yang diharapkan, namun Presiden Habibie menyatakan menerima 
hasil jajak pendapat. Sebagai kelanjutannya, Presiden Habibie menyampaikan pidato 
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pertanggungjawabannya di depan Sidang Umum MPR yang diadakan pada 15 
September 1999.  
Hasil jajak pendapat yang telah diumumkan dengan kemenangan kelompok pro 
kemerdekaan dimanfaatkan oleh Australia untuk menekan Indonesia untuk menerima 
pasukan International Forced for East Timor atau yang lebih dikenal dengan 
INTERFRET.
54
 Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer mengatakan 
bahwa Indonesia harus mau menerima INTERFRET apabila ingin masalah Timor 
Timur selesai. Hal ini berkaitan dengan peringatan yang diberikan oleh Bank Dunia 
dan IMF yang menginginkan bahwa pinjaman dan bantuan untuk perbaikan ekonomi 
dapat ditunda apabila masalah Timor Timur tidak juga diselesaikan. Selain itu, 
memburuknya situasi di Timor Timur setelah dilaksanakannya jajak pendapat serta 
pengumuman hasil jajak pendapat yang menyatakan rakyat Timor Timur memilih 
untuk merdeka, membuat pemerintah Indonesia menerima INTERFRET di Timor 
Timur. 
Pada tanggal 12 Septeber 1999 Indonesia menerima pasukan internasional, 
namun Indonesia meminta agara pasukan internasional tersebut memenuhi tiga 
kriteria yaitu : Pertama, pasukan harus berdiri sekurang-kurangnya tiga negara. 
Kedua, termasuk didalamnya berasal dari negara-negara ASEAN. 
Ketiga,menyerahkan kepada Sekjen PBB dan Dewan Keamanan untuk menentukan 
negara lain yang menjadi anggta pasukan internasional.
55
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Kemudian selanjutnya untuk menyelesaikan proses penentuan masa depan rakyat 
Timor Timur melalui jajak pendapat, Dewan Keamanan PBB mengutus seorang 
diplomat senior Brazil Sergio Viera sebagai ketua UNTAET yang akan memerintah 
sementara di tanah Timor Timur. Ditunjuknya Sergio Viera sebagai ketua UNTAET 
bertujuan untuk dapat memimpin wilayah Timor Timur untuk sementara sampai 
Timor Timur siap melakukan referendum dan membentuk pemerintahannya sendiri. 
Kemudian pada tanggal 30 Oktober 1999 secara resmi bendera Merah Putih 
diturunkan dan digantikan dengan bendera PBB.Dengan itu Timor Timur resmi 
mengeluarkan referendum untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
berdiri menjadi Negara Republik Demokratik Timor Leste. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
 
Integrasi Timor Timur dengan Indonesia merupakan suatu peristiwa yang sangat 
berpengaruh bagi kehidupan bangsa Indonesia, khususnya dalam politik 
internasionalnya. Upaya untuk membantu masyarakat yang tengah mengalami perang 
saudara pada 1975, nyatanya berdampak panjang bagi pemerintah Indonesia. Sikap 
Indonesia yang didasari atas kemanusiaan ketika pasukan ABRI masuk dan 
membantu konflik perang saudara yang terjadi di Timor Timur melahirkan kecaman 
dan pemutusan hubungan bilateral antara Indonesia dan Portugal. Disisi lain, 
terlibatnya Indonesia dalam penyelesaian perang saudara di Timor Timur pada tahun 
1975 ternyata mendorong pemerintah Indonesia untuk menjadikan Timor Timur 
menjadi bagian Negara Kesatuan Indonesia. Dukungan dari berbagai negara diterima 
Indonesia, khususnya dari pihak Amerika Serikat yang sangat mendorong Timor 
Timur bergabung dengan Indonesia untuk membersihkan pengaruh komunisme dari 
wilayah Timor Timur. Hal tersebut terlihat dari kedatangan Presiden Amerika Gerald 
Ford dan Menteri Luar Negeri Amerika Dr. Henry Kissinger yang mengunjungi 
Indonesia sehari sebelum dilakukannya Operasi Seroja pada tanggal 7 Desember 
1975. 
Pada tanggal 17 Juli 1976 Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi 
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dan Filipina mendukung terjadinya integrasi Timor Timur dengan Indonesia, namun 
masih banyak pihak yang menentang hal tersebut seperti Mozambique dan Angola. 
Perdebatan diantara pihak yang setuju dengan yang tidak setuju terus bergulir dengan 
jalur diplomasi yang ditengahi oleh Sekjen PBB. Sementara itu Pemerintah Indonesia 
terus melakukan pembangunan di Timor Tmur untuk memperbaiki infrastruktur yang 
rusak akibat perang saudara, serta untuk memajukan kehidupan masyarakat Timor 
Timur yang tertinggal. 
Pada masa awal-awal integrasi Timor Timur ke Indonesia kritik dan kecaman 
banyak ditujukan kepada pemerintah Indonesia. Dalam mengatasi hal tersebut 
pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya diplomasi yang bersifat bebas aktif. 
Pemerintah Indonesia secara aktif mengikuti pertemuan-pertemuan yang dibuat oleh 
PBB dalam menyelesaikan integrasi Timor Timur ke Indonesia yang 
dipermasalahkan oleh Portugal ke Dewan Keamanan PBB. Dalam menghadapi 
Resolusi Majelis Umum PBB, Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Luara 
Negeri Adam Malik menyatakan sikapnya bahwa integrasi Timor Timur ke Indonesia 
bukanlah sebuah paksaan melainkan keinginan dari rakyat Timor Timur itu sendiri. 
Selain melakukan upaya diplomasi di forum internasional, pemerintah Indonesia juga 
mengunjungi secara langsung negara-negara yang menentang integrasi Timor Timur. 
Tujuannya adalah untuk menjelaskan apa yang sebeneranya terjadi dalam integrasi 
Timor Timur ke Indonesia. Selain itu Pemerintah Indonesia juga mendatangkan 
perwakilan dari negara-negara lain untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di 
Timor Timur. 
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Selama konteks Perang Dingin bergulir penyelesaian masalah Timor Timur 
seakan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Hal tersebut dikarenakan baik pihak 
Portugal dan Indonesia tidak juga menemukan titik terang dalam menyelesaikan 
integrasi Timor Timur ke Indonesia. Keduanya tetap pada pendirian masing-masing 
dan sulit sekali menemukan titik terang diantara keduanya. Amerika Serikat sendiri 
seperti setengah hati dalam membantu proses penyelesaian masalah Timor Timur. 
Selama Perang Dingin Amerika secara tidak langsung membutuhkan Indonesia untuk 
menghalau persebaran aliran komunis di Timor Timur oleh karena itu sikap Amerika 
Serikat seperti membiarkan Indonesia masuk ke Timor Timur, namun dengan tetap 
menyesalkan terjadinya peristiwa Seroja yang memakan korban.  
Namun setelah Perang Dingin berakhir pada tahun 1990-an barulah Amerika 
Serikat mulai menunjukkan sikap tidak mendukung integrasi Timor Timur. Hal 
tersebut semakin diperparah dengan tersebarnya berita mengenai berbagai 
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ABRI yang menjaga keamanan di Timor 
Timur. Ditambah lagi dengan terjadinya Insiden Dili atau peristiwa Santa Cruz yang 
memakan banyak korban jiwa. Peristiwa tersebut secara tidak langsung menjadi titik 
mundur bagi pemerintah Indonesia dalam memenangkan dukungan internasional 
dalam penyelesaian Timor Timur. 
Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah Indonesia yang dalam hal ini 
diwakili oleh Menteri Ali Alatas harus kembali berjuang untuk memperbaiki citra 
Indonesia dimata dunia Internasional. Citra Indonesia dimata dunia sendiri dapat 
dikatakan sudah jatuh akibat dari berita yang dimuat oleh para wartawan asing yang 
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turut terlibat dalam peristiwa Santa Cruz. Mau tidak mau pemerintah Indonesia harus 
mengikuti berbagai pertemuan yang diadakan oleh Sekjen PBB guna menyelesaikan 
permasalahan Timor Timur. Salah satu dialog panjang yang dihadapi Menteri Luar 
Negeri Indonesia Ali Alatas adalah Dialog segitiga (Tripatite Talks) yang dilakukan 
antara pemerintah Indonesia, Portugal dan PBB.  
Titik terang dari permasalahan Timor Timur muncul ketika Presiden Soeharto 
turun dari pemerintahan dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Dalam upaya 
menyelesaikan permasalahan Timor Timur, Presiden Habibie menawarkan dua opsi 
kepada masyarakat Timor Timur untuk menerima perluasan otonomi atau 
mempertimbangkan keluarnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Pemberian kedua opsi ini di dasari atas pentingnya segera menyelesaikan 
permasalah Timor Timur yang sudah berlarut-larut, serta mengikuti resolusi PBB 
untuk segera menyelesaikan masalah Timor Timur dengan memberikan rakyat Timor 
Timur hak untuk menentukan nasibnya sendiri. 
Meskipun kedua opsi yang diberikan Presiden Habibie banyak menuai kritikan 
dari dalam negeri, namun nyatanya ide tersebut disambut baik masyarakat Timor 
Timur. Hingga pada tanggal 21 Agustus 1999 jajak pendapat dilakukan dan 
menghasilkan keputusan bahwa 78,5% penduduk Timor Timur ingin melepaskan diri 
dari Indonesia. Walaupun dengan berat hati, akhirnya referendum keluarnya Timor 
Timur dari Indonesia dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 1999, yang secara resmi 
membuat Timor Timur tidak lagi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
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Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia 
telah melakukan berbagai upaya yang mungkin dilakukan.Upaya tersebut mencakup 
usaha diplomasi di tingkat PBB, dan upaya langsung dengan mendatangi negara-
negara yang terkait langsung dengan integrasi Timor Timur ke Indonesia. Semua 
upaya tersebut terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mempertahankan 
Timor Timur tetap menjadi bagian dari Negara Indonesia. Meskipun berbagai upaya 
yang telah dilakukan pemerintah Indonesia tidak juga membuahkan hasil yang 
menggembirkan pada akhirnya, namun usaha maksimal yang dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia menunjukkan keinginan teguh Indonesia untuk 
mempertahankan Timor Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
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Lampiran II 
 
 
Univesitas Timor Timur 
Sumber : Dokumentasi DPRD Timor Timur 1978 (Perpustakaan Nasional) 
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Sidang anggota DPR Timor Timur 1989. 
Sumber : Dokumentasi DPRD Timor Timur 1989 (Perpustakaan Nasional) 
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Gedung Pemerintahan Timor Timur di Dili 
Sumber : Dokumentasi DPRD Timor Timur 1979 (Perpustakaan Nasional) 
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Iring-iringan Marching Band saat perayaan 17 Agustus di Dili. 
Sumber : Dokumentasi DPRD Timor Timur 1979 (Perpustakaan Nasional) 
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LAMPIRAN III 
TABEL 
 
Tabel 1. Hasil Pemungutan Suara di MU PBB (dalam negara) 
Tahun  Pro Portugal Kontra Portugal Abstain  Absen  
1975 72 10 43 18 
1976 68 20 49 8 
1977 67 26 47 7 
1978 59 31 44 14 
1979 62 31 45 13 
1980 58 35 46 14 
1981 54 42 46 14 
1982 50 46 50 10 
 
Sumber : Bilveer Singh, Timor Timur Indonesia dan Dunia Mitos dan Kenyataan, 
Jakarta : PT. Citra Kharisma Bunda, 1998. 
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